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RINGKASAN 
Adzika Mianda, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 
Maret 2021, PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI TERHADAP SHORT LIFE-
CYCLE PRODUCTS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 
TENTANG DESAIN INDUSTRI, Yuliati, S.H., LL.M, M. Zairul Alam, S.H., M.H. 
 
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai perlindungan hukum 
desain industri terhadap Short Life-Cycle Products Berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Pemilihan tema tersebut 
dilatarbelakangi oleh maraknya knock-off culture atau budaya meniru dalam dunia 
desain, khususnya pada produk desain industri yang memiliki siklus hidup yang 
singkat (Short Life-Cycle Products). Dalam hal ini, lamanya jangka waktu 
perlindungan hukum desain industri oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 
tentang Desain Industri masih dirasa belum sesuai dengan singkatnya jangka 
waktu dari Short Life-Cycle Products yang hanya berlangsung selama kurang lebih 
1 (satu) sampai dengan 6 (enam) tahun. 
 
Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas, karya tulis ini mengangkat 
2 (dua) rumusan masalah: (1) Bagaimana perlindungan hukum desain industri 
terhadap Short Life-Cycle Products berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
2000 Tentang Desain Industri? (2) Bagaimana perbandingan ketentuan hukum 
desain industri terhadap Short Life-Cycle Products antara Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dengan Australian Design Act 2003 dan 
EU Council Regulation (EC) No. 6/2002 on Community Design? 
 
Kemudian penulisan penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan 
metode pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan metode 
pendekatan perbandingan (Comparative Approach). Bahan hukum primer, 
sekunder dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan 
teknik interpretasi sistematis dan interpretasi perbandingan hukum, yaitu teknik 
analisis dengan cara menafsirkan undang-undang sebagai suatu kesatuan sistem 
dan dengan cara membandingkan Undang-Undang Desain Industri di Indonesia 
dengan kaidah hukum desain industri di Australia dan Uni Eropa. 
 
Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode di atas, penulis memperoleh 
jawaban atas permasalahan yang ada bahwa perlindungan hukum yang diberikan 
oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri terhadap 
Short Life-Cycle Products belum cukup sesuai. Hal ini disebabkan oleh lamanya 
jangka waktu perlindungan desain industri selama 10 (sepuluh) tahun, sedangkan 
produk desain dengan siklus hidup yang singkat ini hanya berlangsung selama 1 
(satu) sampai 6 (enam) tahun. Sehingga perlindungan ini dirasa kurang 
kompatibel, terlebih proses pendaftaran desain industri terbilang lama dan biaya 
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SUMMARY 
Adzika Mianda, Business Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, March 2021, 
LEGAL PROTECTION OF INDUSTRIAL DESIGNS AGAINST SHORT LIFE-CYCLE 
PRODUCTS BASED ON LAW NUMBER 31 YEAR 2000 REGARDING INDUSTRIAL 
DESIGNS, Yuliati, S.H., LL.M, M. Zairul Alam, S.H., M.H. 
This thesis is concerning a problem regarding the legal protection of industrial 
design for Short Life Cycle Products based on Law Number 31 of 2000 on Industrial 
Designs. The choice of this theme is motivated by the knock-off culture that is 
rampant in the design world, especially in industrial design products that have a 
short life cycle. In this case, the period of design legal protection by Law Number 
31 of 2000 regarding Industrial Designs is still deemed not in accordance with the 
short period of Short Life-Cycle Products which only lasts for approximately 1 (one) 
to 6 (six) year. 
Based on the research background above, this paper raises 2 (two) problem 
formulations: (1) How is the legal protection of industrial design for Short Life-
Cycle Products based on Law Number 31 Year 2000 regarding Industrial Designs? 
(2) How do the provisions of industrial design law compare to Short Life-Cycle 
Products between Law Number 31 of 2000 regarding Industrial Designs with the 
Australian Design Act 2003 and EU Council Regulation (EC) No. 6/2002 on 
Community Design? 
This study uses the normative juridical method with the statute approach and the 
comparative approach method. The primary, secondary and tertiary legal materials 
obtained by the author will be analyzed using systematic interpretation techniques 
and comparative legal interpretation, namely analysis techniques by interpreting 
the law as a unified system and by comparing the Industrial Design Law in 
Indonesia with the rules of industrial design law in Australia and the European 
Union. 
Based on the results of this study using the method above, the author obtains 
answers to the existing problems that the legal protection provided by Law Number 
31 Year 2000 regarding Industrial Designs for Short Life-Cycle Products is not quite 
appropriate. This is due to the industrial design protection period of 10 (ten) years, 
while the design with this short life cycle only lasts 1 (one) to 6 (six) years. So that 
this protection is considered incompatible, beforehand the industrial design 
registration process is fairly long and costs a lot for approximately 6 (six) months.
 




PENDAHULUAN DAN METODE PENELITIAN 
 
A. LATAR BELAKANG 
Secara lahiriah, manusia memiliki 3 kebutuhan dasar yang harus terpenuhi 
demi keberlangsungan hidupnya, yaitu sandang, pangan, dan papan. Di zaman 
yang modern ini, kebutuhan manusia menjadi semakin beragam. Hal tersebut 
tercermin pada tingkat kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat dan 
bermacam-macam, sehingga mengakibatkan adanya peningkatan permintaan 
(demand) terhadap kebutuhan-kebutuhan manusia itu, baik kebutuhan primer, 
sekunder maupun kebutuhan tersier. Misalnya saja pada kebutuhan sandang atau 
pakaian, perkembangan teknologi dewasa ini telah memberikan pengaruh yang 
besar terhadap perkembangan busana atau mode pakaian. Berdasarkan data yang 
diperoleh dari Badan Pusat Statistik, pada kuartal I tahun 2019, industri pakaian 
mengalami peningkatan sebesar 8,79%.1  
Sebagai penyedia kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, banyak produsen 
yang pada akhirnya melakukan peningkatan produksi barang-barang kebutuhan 
manusia akibat dari permintaan atau demand yang tinggi.2 Dengan perkembangan 
teknologi yang semakin canggih ini pula, muncullah kemudahan dalam melakukan 
proses produksi. Saat ini, proses produksi atau manufacturing sudah banyak 
dilakukan oleh produsen dengan alat-alat yang canggih, yang tidak lagi 
membutuhkan waktu lama dalam proses pembuatan suatu produk. Produk hasil 
dari proses pembuatan yang cepat dengan demand yang tinggi di waktu yang 
cukup singkat ini biasa dikenal dengan sebutan Short Life-Cycle Products, atau 
sering juga disebut Produk Siklus Hidup Pendek. 
Short Life-Cycle Products ini menjadi semakin umum di banyak industri. 
Salah satunya yang tertinggi ialah pada industri fashion atau busana. Produk 
teknologi tinggi seperti barang-barang elektronik juga umum untuk Short Life-
Cycle Products ini. Oleh karena permintaan yang sifatnya sementara dan sangat 
                                               
1 Annisa Sulistyo Rini, 2019, Permintaan Pakaian Jadi Naik (online), 
https://kemenperin.go.id/artikel/20640/Permintaan-Pakaian-Jadi-Naik, (12 September 2020). 
2 M. Eric Johnson, Product Design Collaboration: Capturing Lost Supply Chain Value in the 
Apparel Industri, Tuck School of Business at Dartmouth, No. 02-08 (2002) : 1. 
 
   
 
2 
tidak menentu, maka desain, manufaktur, distribusi fisik, dan manajemen 
persediaan dari Produk Siklus Hidup Pendek ini sulit untuk dilaksanakan.3 
Demi menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, maka sudah sepantasnya 
Indonesia sebagai negara hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) 
UUD NRI Tahun 1945 untuk melindungi, menjamin, dan memberikan suatu 
kepastian hukum terhadap hak-hak asasi itu, termasuk didalamnya yaitu Hak 
Kekayaan Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau Intellectual Property 
Rights (IPR) adalah suatu hak yang melekat pada suatu produk/barang hasil karya 
manusia yang harus dilindungi oleh hukum.  
Sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, produk desain industri ini 
telah diatur dalam Undang-Undang tersendiri, yaitu pada Undang-undang Nomor 
31 tahun 2000 tentang Desain Industri. Undang-Undang Desain Industri ini 
memberikan batasan-batasan terhadap desain industri yang dapat dilindungi oleh 
hukum. Namun, jika melihat lebih dalam, Indonesia belum cukup merangkul dalam 
hal perlindungan hukum atas produk-produk desain dengan siklus hidup yang 
pendek atau Short Life-Cycle Products, sedangkan proses desain produk dengan 
demand yang tidak menentu ini cukup sulit untuk dilakukan bagi para pendesain. 
Cukup banyak permasalahan yang terjadi dalam bidang desain industri di 
Indonesia. Salah satu contohnya yaitu pada kasus sengketa antara PT Batik Keris 
dengan Wenny Sulistiowaty yang merupakan kasus sengketa yang berhubungan 
dengan desain industri fashion. Pada kasus ini, PT Batik Keris selaku penggugat 
menginginkan pembatalan sertifikat desain industri terhadap desain industri 
dengan nomor IDD0000035061, IDD0000035000, IDD0000035060 yang berjudul 
“Tas” milik Wenny Sulistiowaty. PT Batik Keris mengajukan gugatan pembatalan 
sertifikat desain industri itu dengan dasar bahwa sebagai produsen dan penjual 
beberapa jenis tas, PT Batik Keris merasa bahwa tas yang diakui sebagai desain 
milik Wenny Sulistiowaty ini memiliki konfigurasi yang sama dengan miliknya.4 
                                               
3 Carlos J. Vidal, 2011, A Heuristic Method for the Inventory Control of Short Life-Cycle 
Products (online), Ingeniería y Competitividad, Volumen 11, No. 1, p. 37 – 55, 
file:///C:/Users/adzik/Downloads/A_heuristic_method_for_the_inventory_control_of_sh.pdf, (29 
September 2020) 
4 Yona Meyta Sukmaindah, 2018, Perlindungan Hukum pada Pemegang Hak Desain 
Industri dalam Industri Fesyen di Indonesia (Studi Putusan No: 30/PK/PDT.SUS-
HKI/2017) (online), 
http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/4206/140200491.pdf?sequence=1&isAllow
ed=y, (15 Oktober 2020). 
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Untuk itu, penulis ingin mengetahui perlindungan hukum terhadap Short 
Life-Cycle Products ini bila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 
tentang Desain Industri dan bagaimana bila dibandingkan dengan perlindungan 
hukum di negara lainnya yaitu Australia dan Uni Eropa serta apa dasar filosofis 
yang melatarbelakangi pengaturan desain industri yang ada di masing-masing 
negara. 
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C. RUMUSAN MASALAH 
1. Bagaimana perlindungan hukum desain industri terhadap Short 
Life-Cycle Products berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
2000 tentang Desain Industri? 
2. Bagaimana perbandingan ketentuan hukum desain industri 
terhadap Short Life-Cycle Products antara Undang-undang Nomor 
31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dengan Australian Design 
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D. TUJUAN PENELITIAN 
1. Menganalisis perlindungan hukum desain industri terhadap Short 
Life-Cycle Products berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
2000 tentang Desain Industri. 
2. Menganalisis perbandingan ketentuan hukum desain industri 
terhadap Short Life-Cycle Products antara Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dengan Australian Design 
Act 2003 dan EU Council Regulation (EC) No. 6/2000 on Community 
Designs. 
E. MANFAAT PENELITIAN 
1. Manfaat Teoritis 
Diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan ilmu 
hukum khususnya pada hukum Hak Kekayaan Intelektual. 
2. Manfaat Praktis 
a) Bagi akademisi, dapat menambah wawasan mengenai 
perlindungan hukum terhadap Short Life-Cycle Products dan 
penerapannya di Indonesia. 
b) Bagi pemerintah, dapat memberikan sumbangan pemikiran 
dalam membuat kebijakan yang secara khusus mengatur 
perlindungan hukum terhadap Short Life-Cycle Products. 
c) Bagi masyarakat, dapat memberikan informasi mengenai Short 
Life-Cycle Products beserta perlindungan hukumnya di 
Indonesia. 
d) Bagi pendesain, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumber 
bacaan atau referensi tambahan mengenai perlindungan hukum 
desain industri terhadap Short Life-Cycle Products. 
F. METODE PENELITIAN 
1. Jenis Penelitian 
Dalam penulisan ini, penulis menggunakan jenis metode penelitian yuridis 
normatif. Metode ini adalah metode penelitian yang menggunakan konsep 
memandang hukum sebagai norma dan nilai-nilai dan juga doktrin sehingga 
metode penelitian ini difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma 
dalam hukum positif yang mengacu pada norma hukum dalam peraturan 
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perundang-undangan dalam membantu menjawab persoalan hukum dalam 
masyarakat. Dalam hal ini penulis mengkaji ketentuan pada Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri sebagai ketentuan hukum positif 
sehingga membantu menjawab persoalan mengenai perlindungan hukum desain 
industri terhadap Short Life-Cycle Products. 
2. Pendekatan Penelitian 
Metode pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam 
penelitian ini adalah: 
a) Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 
Pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan 
menelaah ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 
tentang Desain Industri yang bersangkutan dengan perlindungan 
hukum desain industri terhadap Short Life-Cycle Products. 
b) Pendekatan Komparatif (Comparative Approach) 
Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan Undang-Unang 
Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dengan Australian 
Design Act 2003 dan EU Council Reglation (EC) No. 6/2000 on 
Community Designs. Hal ini dilakukan untuk mengetahui 
pengaturan mengenai Short Life-Cycle Products khususnya dalam 
desain industri di Indonesia dengan negara Australia dan Uni Eropa. 
3. Bahan Hukum 
Bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
a) Bahan Hukum Primer, yakni bahan-bahan yang mempunyai kekuatan 
mengikat secara yuridis, yaitu:  
1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. 
2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 
3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 
tentang Desain Industri. 
4) Australian Design Act 2003. 
5) EU Council Regulation (EC) No. 6/2002 on Community Designs. 
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b) Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan hukum pustaka yang berfungsi 
membantu menjelaskan, menguraikan dan melengkapi bahan hukum 
primer5, antara lain: 
1) Buku-buku; 
2) Jurnal hukum ilmiah; 
3) Penelitian dan makalah terdahulu; 
4) Pendapat ahli hukum; 
5) Artikel yang relevan. 
c) Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk atau 
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder6, 
antara lain: 
1) Kamus hukum; 
2) Kamus Besar Bahasa Indonesia; 
3) Ensiklopedia. 
4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum 
Teknik yang penulis gunakan dalam menelusuri bahan hukum yaitu dengan 
cara studi kepustakaan, yakni dengan mengkaji undang-undang, jurnal dan 
literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik di Perpustakaan 
Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya (via 
online), maupun melalui internet. 
5. Teknik Analisis Bahan Hukum 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode interpretasi, 
antara lain: 
a. Interpretasi sistematis, yaitu teknik analisis yang menafsirkan undang-
undang sebagai suatu kesatuan sistem. Penulis akan melakukan analisis 
dengan penafsiran bahan hukum yang di antaranya yaitu Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Australian Design Act 2003 
dan EU Council Regulation (EC) No. 6/2002 on Community Designs. 
b. Interpretasi perbandingan hukum, yaitu penafsiran dengan cara 
membandingkan dengan kaidah hukum di tempat lain. Penulis akan 
                                               
5 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 29. 
6 Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, 
Malang, 2005, hlm. 242. 
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melakukan perbandingan kaidah hukum desain industri di Indonesia (UU 
Desain Industri), Australia (Australian Designs Act 2003), dan Uni Eropa 
(EU Council Regulation (EC) No. 6/2002 on Community Designs). 
6. Definisi Konseptual 
1) Perlindungan Hukum 
Perlindungan Hukum merupakan suatu tindakan atau perbuatan dalam 
rangka melindungi hak orang lain atas perbuatan melanggar hukum 
yang dilakukan oleh pihak tertentu. Dalam hal ini, selain dari perjanjian 
para pihak dalam aspek hukum privat, pemerintah sebagai pembuat 
kebijakan sekaligus pelindung hak-hak asasi manusia, diharapkan 
dapat memberikan perlindungan terhadap produk-produk desain 
industri dengan siklus hidup yang pendek atau yang sering disebut 
sebagai Short Life-Cycle Products. 
2) Desain Industri 
Desain industri merupakan suatu kesatuan bentuk, konfigurasi, atau 
komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan 
daripadanya yang memiliki kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam 
pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk 
menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan 
tangan. 
3) Short Life-Cycle Products  
Produk atau barang musiman yang kehilangan nilainya sebagian atau 
seluruhnya karena teknologi baru, perubahan dalam preferensi 
konsumen, peningkatan atau pergantian periode popularitas, sehingga 
fase pertumbuhannya terjadi dalam waktu yang singkat. 
4) Hak Cipta 
Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip 
deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa 
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G. SISTEMATIKA PENULISAN 
BAB I: PENDAHULUAN DAN METODE PENELITIAN 
Dalam Bab ini diuraikan konsep penelitian yang terdiri dari latar belakang, 
rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, serta metode penelitian. 
BAB II: KAJIAN PUSTAKA 
Dalam Bab ini terdapat uraian kajian penting yang berkaitan mengenai judul 
dan pembahasan. Uraian kajian Bab ini menjelaskan kerangka normatif secara 
umum yang kemudian membantu untuk menjelaskan pada Bab pembahasan. 
BAB III: PEMBAHASAN 
Dalam Bab ini terdapat uraian pembahasan atau hasil penelitian penulis 
dengan judul, tema, dan permasalahan yang diangkat oleh penulis. 
BAB IV: PENUTUP 
Dalam Bab ini terdapat uraian kesimpulan dan saran terkait poin-poin penting 


























A. PERLINDUNGAN HUKUM 
a) Pengertian Perlindungan Hukum 
Salah satu kriteria suatu desain industri untuk dapat dilindungi hukum yaitu 
apabila desain industri tersebut memiliki unsur kebaruan (novelty). Kamus Besar 
Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan perlindungan yaitu sebagai (1) tempat 
berlindung, (2) hal (perbuatan dan sebagainya), (3) yang melindungi. 
Perlindungan hukum, merupakan penyempitan makna dari kata perlindungan, 
dimana dalam hal ini makna perlindungan tersebut hanya diberikan oleh hukum 
sebagai pedoman masyarakat dalam mencapai suatu keadilan. Menurut prof. Dr. 
Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum ialah mengintegrasikan dan 
mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama 
lain oleh hukum sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. 
Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu 
kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. 
Pengalokasian kekuasan ini dilakukan secara terstruktur, dalam arti, ditentukan 
oleh keluasan dan kedalamannya.7 
Perlindungan hukum merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh 
negara kepada warga negaranya. Bahkan perlindungan itu tercantum dalam Pasal 
28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 
menyatakan bahwa “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak 
asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah8”. Oleh 
karena itu, tiap-tap warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum 
dari negaranya. Seperti yang dikatakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa 
“Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian 
bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat 
diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, 
dan bantuan hukum.9 Oleh karena pentingnya perlindungan hukum (pengayoman) 
ini demi terciptanya suatu kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat, maka 
                                               
7 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53 
8 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
9 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 1984, hlm. 133. 
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perlindungan hukum ini terbagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum yang 
bersifat preventif dan represif.10 
b) Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum 
Menurut Muchsin, bentuk perlindungan hukum dibedakan menjadi dua, 
yaitu sebagai berikut11: 
a. Perlindungan Hukum Preventif, merupakan perlindungan yang 
diberikan oleh negara dengan tujuan untuk mencegah sebelum 
terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-
undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta 
memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan 
suatu kewajiban. 
b. Perlindungan Hukum Represif, merupakan perlindungan akhir berupa 
sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan 
apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. 
Kemudian, sama halnya dengan Muchsin, M. Hadjon juga membedakan 
bentuk perlindungan hukum ini menjadi dua, dengan pengertian sebagai berikut: 
a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif. Pada perlindungan hukum 
preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan 
keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah 
mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah 
terjadinya sengketa. 
b. Sarana Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum yang 
represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan 
perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan 
Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. 
Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak 
pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan 
pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, 
pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia 
                                               
10 Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya, PT Bina Ilmu, 
1987, hlm. 2.  
11 Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, skripsi tidak 
diterbitkan, Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 20. 
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mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari 
negara hukum.12 
B. DESAIN INDUSTRI 
a) Pengertian Desain Industri 
Desain Industri dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
2000 Tentang Desain Industri didefinisikan sebagai suatu kreasi tentang bentuk, 
konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan 
dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan 
kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi 
serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, 
atau kerajinan tangan. Sedangkan menurut World Intellectual Property 
Organization (WIPO), Desain Industri didefinisikan sebagai berikut13:  
“An Industrial Design is that aspect of a useful article which is ornamental 
aesthetic. It may consist of three-dimensional features, such as the shape or 
surface of an article, or two-dimensional featrues, such as patterns, lines or color.”  
 
Dari definisi dari WIPO tersebut dapat diterjemahkan bahwa Desain 
Industri adalah sebuah aspek dari suatu benda yang memiliki kesan estetis, yang 
dapat terdiri dari fitur tiga dimensi (seperti bentuk atau permukaan suatu benda), 
atau terdiri dari fitur dua dimensi (seperti pola, garis, atau warna).  
Desain Industri di tiap negara dapat didefinisikan secara berbeda-beda, 
bergantung pada pemahaman dan kewenangan dari negara tersebut. Di Korea 
Selatan misalnya, Pasal 2 ayat (i) Industrial Design Protection Act menyatakan 
bahwa Desain Industri adalah sebagai berikut14: “Design means the shape, pattern 
or a color or a combination of these in an article which produce an aesthetic 
impression in the sense of sight”.   
Kemudian di Inggris, berdasarkan definisi yang diatur dalam Pasal 213 ayat 
(2) Copyright, Designs, and Patents Act 1988, menyatakan: “In this part, ‘design’ 
means the design of an aspect of the shape or configuration (whether internal or 
external) of the whole or part of an article.”   
                                               
12 Ibid, hlm. 20. 
13 WIPO. 2010. Industrial Design and The Hague Agreement: An Introduction, WIPO 
Publication No. 429(E) : 1. 
14 Industrial Design Act, Industrial Property Laws of the Republic of Korea 2007, hlm. 259. 
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Dengan melihat beberapa definisi di atas, terdapat kesamaan antara unsur-
unsur definisi yang diterapkan di negara Inggris, Korea Selatan dan Indonesia, 
yaitu15: 
a. Adanya bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna; dan 
b. Memiliki kesan estetis. 
b) Sejarah Desain Industri 
Selain dilatarbelakangi oleh kewajiban Indonesia sebagai negara anggota 
dari World Trade Organization (WTO) untuk mengadakan perlindungan terhadap 
desain industri, Undang-Undang Desain Industri ini dilatarbelakangi juga oleh 
keinginan pemerintah untuk lebih serius dalam mendukung dan melindungi warga 
negaranya dari pelanggaran terhadap hasil karya desain industri.  
Sejarah desain industri ini pada awalnya muncul pada saat abad ke-18, 
utamanya di negara yang mengenal sistem pabrikan (manufacture) seiring dengan 
masuknya Revolusi Industri. Undang-undang pertama yang mengatur tentang 
Desain Industri adalah The Designing and Printing of Linens, Cotton, Calicoes, and 
Muslins Act pada tahun 1787. Hal ini disebabkan pada saat itu desain industri mulai 
berkembang pada sektor pertekstilan dan kerajinan tangan yang dibuat secara 
masal. Undang-Undang ini memberikan perlindungan hanya dua bulan dan dapat 
diperpanjang sampai tiga bulan. Saat itu desain industri masih berbentuk 2 (dua) 
dimensi, menjadi bentuk 3 (tiga) dimensi diatur melalui Sculpture Copyright Act 
1798 hanya meliputi model manusia dan binatang.16 Kemudian pada abad ke-19 
mulai lahir industri-industri baru yang yang menerapkan proses mekanisme 
produksi untuk menghasilkan berbagai produk baru. Pada saat itu titik berat adalah 
mengembangkan mekanisme suatu alat secara fungsional, tanpa ada sentuhan 
desain dan estetis.17 Pada abad ke-20, desain industri mulai berkembang pesat. 
Hal ini terbukti dari begitu banyaknya produk industri yang tidak terlepas dari 
peranan para pendesain.  
Ikut sertanya Indonesia sebagai anggota World Trade Organization (WTO) 
dan turut serta ditandatanganinya perjanjian multilateral GATT putaran Uruguay 
                                               
15 Insan Budi Maulana, A-B-C Desain Industri Teori dan Praktiknya di Indonesia, PT Citra 
Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 24. 
16 Sukarmi, Perlindungan Desain Industri Bagi UMKM yang Berkeadilan Sosial, Jurnal 
Pembaharuan Hukum, Volume III No. 1 Januari - April 2016, hlm. 98. 
17 John Heskett, Desain Industri, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 33. 
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1994, serta meratifikasinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang 
Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan 
Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), mengakibatkan Indonesia harus 
membentuk dan menyempurnakan hukum nasionalnya yang terikat dengan 
ketentuan-ketentuan tentang Hak Atas Kepemilikan Intelektual yang di atur dalam 
General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Salah satu lampiran dari 
persetujuan GATT adalah Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights 
(TRIPs) yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai persetujuan 
tentang aspek-aspek dagang hak atas kepemilikan intelektual. 
Oleh karena itu, sebagai konsekuensi dari ratifikasi Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade 
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), 
Indonesia telah menyempurnakan peraturan perundang-undangan di bidang HKI, 
yang antara lain meliputi: 
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, 
kemudian pada tahun 2002 telah diundangkan pula Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan kemudian pada tahun 
2014 diubah dan diundangkan pula pada Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Paten, 
kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 
tentang Paten. 
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek, dan 
kemudian telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 
2001 tentang Merek. 
 
c) Hak Desain Industri 
Hak Desain Industri berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 2000 tentang Desain Industri ialah “hak eksklusif yang diberikan oleh 
negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama 
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waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada 
pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.” Achmad Zen Umar Purba juga 
mengatakan bahwa istilah hak khusus ini disebut sebagai hak “eksklusif” sudah 
tepat. Hak eksklusif ini berbeda dari monopoli karena pada dasarnya HKI tidak 
memberikan hak yang sifatnya monopolistik, melainkan hak eksklusif yang 
diberikan kepada pemegang hak adalah hal yang sudah sewajarnya; terdapat 
kompensasi atas prestasi, upaya dan biaya yang telah dikeluarkan oleh pendesain 
untuk menghasilkan suatu karya intelektualnya.18 
Selain itu, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain 
Industri ini menyatakan bahwa lingkup hak dari pemegang hak desain industri ini 
yaitu memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak yang dimilikinya itu dan 
melarang orang lain untuk membuat, menjual, memakai, dan mengimpor, 
mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberikan hak desain industri 
tanpa persetujuan dari pemegang hak desain industri itu. Namun terdapat 
pengecualian dalam pemakaian hak desain industri untuk kepentingan penelitian 
dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari 
pemegang hak desain industri itu. 
Berdasarkan UU Desain Industri, hak desain industri yang dapat 
dimohonkan pendaftaran adalah desain industri yang baru. TRIPs Agreement 
memberikan keleluasaan bagi negara anggota WTO untuk menerapkan kriteria 
baru atau orisinal, atau kombinasi dari kriteria tersebut seperti yang tercantum 
pada Pasal 25 ayat (1) TRIPs Agreement. Oleh karena itu, yang dikatakan sebagai 
“baru” dalam Pasal 2 UU Desain Industri ini yaitu apabila pada tanggal penerimaan 
desain industri tersebut tidak dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. 
Dapat diartikan pula bahwa “baru” di sini dimaksudkan untuk desain yang belum 
pernah ada dan berbeda dari desain yang telah ada sebelumnya.19 
“Pengungkapan” menurut penjelasan UU Desain Industri ini adalah pengungkapan 
melalui media cetak atau elektronik, termasuk juga keikutsertaan dalam suatu 
pameran. Pengertian kebaruan yang diatur dalam UU Desain Industri ini sejalan 
dengan sistem desain industri yang dianut oleh Jepang dan Korea.20 
                                               
18 Ansori Sinungan, Perlindungan Desain Industri Tantangan dan Hambatan dalam 
Praktiknya di Indonesia, PT Alumni Bandung, Bandung, 2011, hlm. 255. 
19 Ibid, hlm. 256. 
20 Insan Budi Maulana, op.cit, hlm. 20. 
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Hak lain yang terdapat dalam Undang-Undang Desain Industri ini yaitu Hak 
Prioritas (droit de prioritie). Hak Prioritas adalah hak setiap orang yang telah 
mengajukan aplikasi pendaftaran di salah satu negara peserta Konvensi Paris 
untuk dapat mengajukan pendaftaran di negara peserta lainnya dalam jangka 
waktu tertentu dan dapat mengklaim agar permohonannya di negara lain itu 
seolah-olah dilakukan pada tanggal pengajuan yang pertama kali sebagaimana 
yang diatur dalam Pasal 4 sectie A ayat (1) Konvensi Paris versi Stockholm 1967 
dan perubahannya tanggal 28 September 197921 yang disahkan sebagai Keppres 
Nomor 15 Tahun 1997, yang berbunyi: 
“Any person who has duly filed an application for a patent, or for the registration 
of a utility model, or of an industrial design, or of a trademark, in one of the 
countries of the Union, or his successor in title, shall enjoy, for the purpose of filing 
in the other countries, a right of priority during the periods hereinafter fixed.” 
 
Jangka waktu berlakunya Hak prioritas ini yaitu selama 6 (enam) bulan 
dihitung sejak tanggal aplikasi pendaftaran (filling date) sebagaimana diatur dalam 
ketentuan Pasal 4 sectie C ayat (1), (2) dan (3) Konvensi Paris versi Stockholm 
tahun 196722: 
“(1) The periods of priority referred to above shall be twelve months for patents 
and utility models, and six months for industrial designs and trademarks.  
(2) These periods shall start from the date of filing of the first application; the day 
of filing shall not be included in the period.  
(3) If the last day of the period is an official holiday, or a day when the Office is 
not open for the filing of applications in the country where protection is claimed, 
the period shall be extended until the first following working day.” 
 
d) Prosedur Pendaftaran Desain Industri 
Prosedur pendaftaran Desain Industri telah diatur dalam Pasal 10 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dengan skema diagram 
alur sebagai berikut23: 
 
                                               
21 Muhammad Djumhana, Aspek-Aspek Hukum Desain Industri di Indonesia, PT Citra Aditya 
Bakti, Bandung, 1999, hlm. 67. 
22 Ibid, hlm. 68. 
23 Insan Budi Maulana, op.cit., hlm. 27.  
 






Bila dijabarkan berdasarkan skema diagram alur di atas, maka tahapan 
prosedur pendaftaran desain industri menurut UUDI adalah sebagai berikut: 
1) Pemohon pendaftaran mendaftarkan desainnya dengan mengisi 
formulir terlebih dahulu dalam Bahasa Indonesia dan diketik rangkap 4 
(empat). Formulir dapat diunduh di website milik Direktorat Jenderal 
Kekayaan Intelektual (www.dgip.go.id/formulir-terkait-desain-industri) 
2) Permohonan harus memuat: 
a. Nama dan kewarganegaraan pendesain 
b. Nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pemohon 
c. Nama dan alamat lengkap Konsultan KI apabila permohonan 
diajukan melalui konsultan KI 
d. Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang 
pertama kali, dalam hal permohonan diajukan dengan Hak 
Prioritas 
e. Judul desain industri 
f. Tanda tangan pemohon 
Gambar 1 Proses Pendaftaran Desain Industri 
Sumber: Insan Budi Maulana, A-B-C Desain Industri, 2010.  
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g. Apabila diajukan oleh lebih dari satu pemohon, maka cukup 
menggunakan salah satu alamat dari para pemohon dan 
permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon 
tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para 
pemohon yang lain. 
3) Kemudian mengumpulkan dokumen wajib yang berisi: 
a. Gambar desain industri  
b. Uraian mengenai desain industri 
c. Surat kuasa khusus (apabila permohonan diajukan melalui 
kuasa) 
d. Surat pernyataan bahwa desain industri yang dimohonkan 
pendaftarannya adalah milik pemohon 
e. Surat Pengalihan Hak Desain apabila pendesain dan peohon 
bukan orang yang sama 
f. Bukti prioritas apabila permohonan diajukan dengan Hak 
Prioritas 
4) Kemudian membayar biaya permohonan sebesar:  
a. UMKM: Rp 300.000,00 untuk salah satu desain produk dan Rp 
600.000,00 untuk satu kesatuan desain (set) 
b. Non UMKM: Rp 1.000.000,00 untuk satu desain produk dan Rp 
1.500.000,00 untuk satu kesatuan desain (set) 
5) Melakukan pemeriksaan formalirtas yang berlangsung maksimal 30 hari 
kerja terhitung sejak tanggal penerimaan, apabila ada kekurangan data 
pemeriksaan formalitas, pemohon diberi waktu 3 bulan untuk 
melengkapi dan ditambah 1 bulan bila mengajukan permohonan. 
6) Publikasi atau pengumamn dilakukan setelah kelengkapan formalitas 
selama 3 bulan untuk mengetahui adanya keberatan dari pihak oposisi 
terkait desain yang ingin dimohonkan pendaftarannya. 
7) Pemeriksaan substantif dilakukan maksimal 6 bulan pada hari kerja. 
8) Permohonan desain industri akan diberi rekomendasi berupa 
pemberian hak dan penolakan serta penarikan kembali. 
9) Kemudian apabila permohonan diberikan, maka proses pencetakan 
sertifikat dapat dilakukan maksimal 30 hari kerja. 
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10) Saat ini pengajuan pendaftaran desain industri juga dapat dilakukan 
dengan cara online, antara lain: 
a. Registrasi akun pendaftaran dsain industri online di 
https://registrasi.dgip.go.id/registrasi-akun/ untuk 
mendapatkan username dan password. 
b. Upload kelengkapan administrasi dan gambar serta uraian 
desain industri yang akan didaftarkan. 
c. Menerima kode billing dan melakukan pembayaran. 
d. Kemudian melakukan pemeriksaan formalitas seperti pada 
pendaftaran offline dan publikasi dan pemeriksaan substantif 
sama halnya dengan pendaftaran offline. 
e. Apabila permohonan diberikan maka proses pencetakan 
sertifikat dapat dilakukan maksimal 30 hari kerja. 
e) Jangka Waktu Perlindungan Desain Industri 
Pendaftaran atas hak desain/desain memiliki jangka waktu terbatas yang 
ditentukan oleh undang-undang, menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 2000, disebutkan bahwa perlindungan terhadap Hak Desain Industri 
diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal 
penerimaan. Hal ini sesuai dengan Pasal 26 ayat (3) TRIPs Agreement (WTO) yang 
menyebutkan bahwa jangka minimal perlindungan desain industri yaitu 10 
(sepuluh) tahun.  
f) Bukan Termasuk Desain Industri 
Oleh karena desain industri merupakan suatu kesan estetis yang melekat 
dalam kesatuan antara desain dan produk, maka ada beberapa hal yang tidak 
dapat dikategorikan sebagai desain industri, antara lain: 
 
1. Produk Alami 
a) Segala benda yang berasal dari hasil alam murni tetapi dikreasikan 
dengan berbagai macam bentuk secara sengaja (by intention) oleh 
seseorang tidak dapat dikategorikan sebagai desain industri. 
 




Gambar 2. Buah-Buahan Dengan Berbagai Macam Bentuk 
Sumber: Modul Desain Industri DJKI 
 
b) Kreasi yang semata-mata berasal dari proses alamiah 
 
Gambar 3. Patung dan Meja Hasil Limbah Kayu Jati 
Sumber: Modul Desain Industri DJKI 
 
2. Kata-Kata Tanpa Elemen Gambar 
Logo atau grafik simbol yang hanya terdiri dari kata-kata tanpa 
elemen gambar tidak bisa diajukan sebagai permohonan desain industri 
mengingat desain industri yang dapat diajukan permohonannya adalah 
yang melekat pada produk. 
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Gambar 4. Logo atau grafik simbol 
Sumber: Modul Desain DJKI 
 
3. Ide, Metode, Proses 
4. Semata-Mata Fungsi Teknis 
Produk yang fitur tampilannya semata-mata sebagai fungsi teknis 
(baik sebagian atau seluruhnya), tidak dapat dikategorikan sebagai desain 
industri. 
 
Gambar 5. Produk Dengan Fungsi Teknis Semata 
Sumber: Modul Desain Industri DJKI  
 
5. Bangunan, Patung, Monumen 
a) Produk yang dibuat sebagai kreasi tunggal atau sebagai karya seni 
individual, tidak akan dianggap sebagai desain industri. Oleh karena 
tujuan itu, tidak relevan bila karya dapat direproduksi dalam beberapa 
Salinan atau diproduksi secara massal. Misalnya, Piala Citra Festival 
Film Indonesia seperti gambar berikut: 
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b) Karya arsitektur berupa bangunan, jembatan dan sejenisnya yang tidak 
dapat dibongkar pasang atau yang dibangun bergantung pada kondisi 
geografis spesifik mereka dan tidak dapat dibangun kembali di tempat 
yang lain. Misalnya, Tugu Monumen Nasional (MONAS) seperti gambar 
di bawah: 
 
Gambar 7. Tugu Monumen Nasional (MONAS) 
Sumber: google.com 
 
6. Gambar atau Foto atau Lukisan yang Belum Dipublikasikan pada 
Produk/Barang 
Gambar, foto atau lukisan yang berdiri sendiri tidak diaplikasikan 
dalam sebuah produk atau barang tidak dapat dikatakan sebagai desain 
industri. Misalnya lukisan-lukisan terkenal karya Leonardo da Vinci yang 
berjudul Monalisa dan The Last Supper, seperti gambar berikut: 
 








Gambar 9. Lukisan The Last Supper karya Leonardo da Vinci 
Sumber: google.com 
 
7. Wewangian dan Irama/Bunyi 
Wewangian dan irama atau bunyi yang dihasilkan oleh suatu produk 
atau barang tidak dapat dikategorikan sebagai suatu desain industri. 
8. Berupa Cairan, Bubuk, Bulir, Pasta, dan Biji-bijian. 
Produk yang terdiri dari zat dalam bentuk bubuk atau cairan tidak 
memiliki bentuk yang pasti atau kontur yang tidak dapat dinilai dengan 
kasat mata, maka produk atau barang tersebut tidak dapat dilindungi 
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dengan Desain Industri. Contohnya seperti pasta gigi dan isi kapsul obat 
seperti gambar di bawah: 
 








C. PRODUCT LIFE-CYCLE (SIKLUS HIDUP PRODUK) 
a) Pengertian Product Life-Cycle (PLC) 
Product Life-Cycle (PLC) atau Siklus Hidup Produk adalah perjalanan 
penjualan dari suatu produk dalam masa hidupnya dari tahap pengenalan ke pasar 
sampai dikeluarkan dari rak.24 Siklus hidup produk merupakan suatu konsep 
                                               
24 Carol M. Kopp, 2020, Product Life Cycle (online), Investopedia, 
https://www.investopedia.com/terms/p/product-life-
cycle.asp#:~:text=A%20product%20life%20cycle%20is,growth%2C%20maturity%2C%20and%2
0decline, (1 Oktober 2020). 
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penting yang memberikan pemahaman tentang dinamika kompetitif suatu produk. 
Ketika suatu produk berhasil diperkenalkan ke pasar, permintaan meningkat, 
sehingga popularitasnya meningkat. Produk-produk baru ini akhirnya mendorong 
produk lama keluar dari pasar, secara efektif menggantikannya. Perusahaan 
cenderung membatasi upaya pemasaran mereka saat produk baru tumbuh. Hal itu 
dikarenakan biaya untuk memproduksi dan memasarkan produk turun. Ketika 
permintaan untuk produk berkurang, produk tersebut dapat ditarik dari pasar 
sepenuhnya. 
b) Tahapan dan Kurva Product Life-Cycle 
Assauri menjelaskan terdapat 4 tahapan dalam siklus hidup sebuah produk, 
dimulai dari tahapan pengenalan (introduction), tahap pengembangan (growth), 
berlanjut ke tahapan pematangan (maturity), hingga ke tahapan penurunan 
(decline).25 
1. Tahap Pengenalan (Introduction) 
Suatu produk baru pertama kali diperkenalkan di pasaran pada tahap 
ini. Biayang yang dikeluarkan pada tahap ini biasanya cukup tinggi 
khususnya untu kepentingan pemasaran dan periklanan agar 
konsumen sadar akan manfaat dari produk tersebut. 
2. Tahap Pertumbuhan (Growth) 
Setelah produk itu diperkenalkan di masyarakat, kemudian produk itu 
masuk ke dalam tahap pengembangan atau pertumbuhan. Dimana, 
pengusaha atau produsen lain mulai mempertimbangkan untuk 
memproduksi barang yang identik baik dari segi ukuran maupun 
kualitas. Hal ini diakibatkan mulai dikenalnya produk tersebut di 
pasaran dan dari segi ekonomi angka penjualan mulai meningkat. 
3. Tahap Kematangan (Maturity) 
Tahap ini ditandai oleh banyaknya pelaku usaha lain yang memproduksi 
barang atau jasa sejenis, sehingga nilai penjualan produk awal sudah 
mulai terhenti. Dalam tahap ini biasanya pelaku usaha mulai melakukan 
perubahan-perubahan tertentu pada harga penjualan, misalnya 
                                               
25 Zainal Abidin Umar, 2010, Analisis Daur Hidup (Product Life Cycle) Produk Ikan Tuna 
Olahan (Suatu Penelitian di PT Betel Citra Seyan Gorontalo) (online), 
file:///C:/Users/adzik/Downloads/774-768-1-PB.pdf, Jurnal INOVASI, Vol. 7 No. 3, hlm. 3. 
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memberi potongan harga guna menarik minat pembeli. Hal ini 
merupakan hal yang wajar bagi perusahaan yang bergerak di bidang 
manufaktur sebagai akibat dari persaingan yang semakin meningkat. 
4. Tahap Kemunduran (Decline) 
Tahap kemunduran adalah situasi dimana suatu produk mengalami 
penurunan karena banyaknya barang atau jasa sejenis yang beredar di 
pasaran. Strategi-strategi yang diberlakukan mulai tidak memenuhi 
hasil yang diharapkan. Akibatnya, konsumen mulai memilih untuk 
beralih pada produk barang atau jasa yang lebih up-to-date. 
Berikut merupakan kurva Product Life Cycle (Siklus Hidup Produk) 
berdasarkan Harvard Business Review oleh Theodore Levitt yang umum dijumpai 
sebagai kurva Siklus Hidup Produk26: 
 
Gambar 12. Siklus Hidup Produk 
Sumber: Harvard Business Review 
 
Dilihat dari kurva di atas, proses atau tahap pengenalan sampai dengan 
tahap kemunduran dari siklus hidup suatu produk umumnya terjadi dari jangka 
waktu 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) tahun. 
                                               
26 Theodore Levitt, 1965, Exploit Life Cycle Product (online), 
http://marketch.cloud/pdf/Exploit_the_Product_Life_Cycle.pdf, Harvard Business Review, (1 
Oktober 2020). 
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D. SHORT LIFE-CYCLE PRODUCTS (PRODUK SIKLUS HIDUP CEPAT) 
Short Life-Cycle Products (atau SLCP) didefinisikan sebagai produk yang 
permintaannya hanya terjadi dalam jangka waktu yang singkat, setelah itu produk 
tersebut biasanya menjadi usang karena fase pertumbuhan yang cepat meskipun 
karakteristik intrinsik atau fitur kualitasnya tidak berubah.27 Short Life-Cycle 
Products ini menjadi semakin umum di banyak industri. Produk teknologi tinggi 
(misalnya komputer, barang elektronik, video game) dan produk fashion (misalnya 
pakaian/apparels, textbooks, mainan) adalah hal yang umum untuk Short Life-
Cycle Products ini.28 Oleh karena permintaan sementara dan sangat tidak menentu, 
maka desain, manufaktur, distribusi fisik, dan manajemen persediaan dari SLCP ini 
sulit untuk dilaksanakan.29 
Pada awalnya, ketika diperkenalkan oleh Dean pada tahun 195030, konsep 
Product Life-Cycle (PLC) atau siklus hidup produk ini berputar pada kebutuhan 
untuk memahami kapan waktu terbaik untuk menerapkan dan mengubah strategi 
pemasaran, seperti penetapan harga, pembuatan produk atau penghentian produk 
dan kebutuhan untuk memiliki yang koheren kerangka kerja yang dapat 
menjelaskan fenomena keberhasilan atau kegagalan suatu produk yang 
diperkenalkan ke pasar. 
Dalam sebuah artikel yang diterbitkan oleh Harvard Business Review pada 
tahun 1976 oleh Joel Dean pada tanggal mengusulkan sebuah pedoman untuk 
permasalahan harga yang berkaitan dengan produk baru. Dalam artikel ini, 
dikemukakan bagaimana sebuah penemuan yang dapat dipasarkan, pada periode 
awal perkenalannya, biasanya dilindungi oleh hak paten di pasar yang tidak pasti, 
belum dieksplorasi dan di mana desain produk kemungkinan besar akan berubah. 
Hal ini diikuti oleh periode ketika produk memperoleh penerimaan pasar dan 
pertumbuhan penjualan yang terjadi dengan cepat. Pada fase berikutnya, produk 
                                               
27 Sunder Ramachandran, 2015, Understanding Brand Loyalty and Disloyalty Formation 
among Consumers’ of Short Life-Cycle Products, Acta Univ, Oul G 78:2015, hlm. 47. 
28 Mario Jose Basallo Triana, 2012, Demand Forecast for Short Life Cycle Products (online), 
https://www.hbenitez.org/Students_files/Demand%20Forecast%20for%20Short%20Life%20Cycle
%20Products%20%20Final%20Document.pdf, (29 September 2020). 
29 Carlos J. Vidal, 2011, A Heuristic Method for the Inventory Control of Short Life-Cycle 
Products (online), Ingeniería y Competitividad, Volumen 11, No. 1, p. 37 – 55, 
file:///C:/Users/adzik/Downloads/A_heuristic_method_for_the_inventory_control_of_sh.pdf, (29 
September 2020) 
30 Sunder Ramachandran, op.cit. hlm. 41. 
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sekarang menjadi target untuk "perambahan kompetitif," di mana perusahaan 
baru memasuki pasar dan persaingan meningkat dengan inovasi yang 
mengaburkan perbedaan antara produk asli dan produk penggantinya. Deskripsi 
ini menjadi dasar munculnya teori siklus-hidup produk dan pada akhir 1950-an dan 
sepanjang 60-an, teori siklus-hidup produk muncul dengan sendirinya dengan 
beberapa makalah berpengaruh yang muncul dari tulisan-tulisan penulis terkenal 
seperti Forrester pada tahun 1958, Patton pada tahun 1959, Levitt pada tahun 
1964, 1966, Cox pada tahun 1967, Polli & Cook pada tahun 1969. Istilah siklus-
hidup produk mengasumsikan makna evolusi yang hampir biologis dari suatu 
produk dengan empat tahap kelahiran, pertumbuhan, kedewasaan dan kematian 
atau penurunan meskipun analogi dengan organisme hidup belum diterima dengan 
baik dalam literatur.  
Konsep siklus hidup produk klasik (seperti yang umum dikenal) biasanya 
terdiri dari empat tahap; perkembangan pasar, pertumbuhan pasar, kematangan 
pasar dan penurunan pasar.31 Theodore Levitt menyebut tahap pertama dari siklus 
hidup produk sebagai tahap pengembangan pasar, di mana suatu produk pertama 
kali dibawa ke pasar ketika ada permintaan yang belum terbukti dan seringkali 
secara teknis tidak terbukti. Pada tahap ini penjualan rendah dan lambat. 
Sedangkan Kotler & Armstrong menyebut tahap pertama pengembangan produk, 
dimana ide produk baru ditemukan dan dikembangkan. Sesuai pernyataan ini 
produk tersebut belum masuk pasar tetapi dalam proses pengembangan, dimana 
tidak ada penjualan dan biaya investasi perusahaan tinggi. Tahap kedua menurut 
Levitt adalah tahap pertumbuhan pasar, sedangkan Kotler & Armstrong 
menambahkan tahap perantara yang disebut pengenalan. Dalam tahap 
pertumbuhan pasar Levitt, yang juga disamakan dengan tahap "lepas landas", 
"permintaan mulai meningkat dan ukuran total pasar meluas." Di sisi lain, dalam 
tahap pengenalan Kotler & Armstrong, produk "diperkenalkan" ke pasar dan 
perusahaan mengeluarkan biaya besar saat memperkenalkan produk melalui iklan 
dan promosi, dan tidak meraup untung. Tahap ketiga Levitt disebut kematangan 
pasar, ketika permintaan mencapai dataran tinggi tetapi tumbuh "hanya pada 
tingkat penggantian dan pembentukan keluarga baru." Kotler & Armstrong 
                                               
31 Theodore Levitt, 1966, Putting the Product Life Cycle to Work (online), Management Review 
55(1): 19-19. 
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menyebut tahap ketiga sebagai tahap pertumbuhan, di mana penerimaan pasar 
terhadap produk cepat dan keuntungan meningkat. Tahap keempat Levitt disebut 
sebagai tahap penurunan pasar, di mana penjualan mulai menurun karena daya 
tarik produk berkurang dan konsumen mulai kehilangan minat. Dalam Kotler & 
Armstrong tahap keempat, yang disebut tahap kematangan, produk telah diterima 
oleh sebagian besar pembeli potensial dan penjualan melambat, keuntungan baik 
mendatar atau menurun karena investasi dalam "mempertahankan" produk 
terhadap persaingan mungkin meningkat. Tahap kelima dan terakhir dari 
penjelasan Kotler & Armstrong tentang konsep daur hidup produk adalah tahap 
penurunan, dimana penjualan turun dan keuntungan turun.32 
Produk siklus hidup pendek telah diadopsi sebagai strategi bisnis oleh 
perusahaan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif, dan untuk menuai 
keuntungan penggerak pertama dengan memperkenalkan produk lebih cepat ke 
pasar dengan fitur inovatif secara bertahap pada interval waktu yang dipersingkat 
daripada persaingan dan oleh karena itu mendapatkan keuntungan yang lebih 
besar. Dukungan dan kritik untuk mengadopsi produk siklus hidup pendek sebagai 
strategi telah datang dari beberapa pihak. Gupta & Souder berpendapat bahwa 
satu-satunya cara untuk bertahan hidup dalam lingkungan yang dinamis adalah 
dengan memperkenalkan produk baru, yang dihargai oleh pelanggan secara 
berurutan, bahkan jika siklus hidupnya pendek. Terlepas dari perdebatan tersebut, 
produk dengan siklus hidup yang pendek cukup umum di berbagai industri seperti 
industri semi-konduktor, komputer pribadi, elektronik konsumen, paket perangkat 
lunak, barang pakaian, fashion dan produk musiman, film dan produk game, 
mainan, telepon seluler, produk pertanian seperti bunga, buah-buahan dan 
sayuran dan industri makanan segar produk seperti makanan laut, susu, roti dll.33 
Dalam literatur bidang inventaris yang memburuk, produk siklus hidup 
pendek telah diklasifikasikan menjadi dua kategori, satu dengan umur pasar 
pendek alami dan yang lainnya dengan umur pendek yang diinduksi. Kategori 
pertama terdiri dari produk-produk seperti bunga, buah-buahan, sayuran, film 
dimana produk menjadi busuk, rusak, dan menguap atau kedaluwarsa seiring 
waktu. Produk-produk ini memiliki umur alami yang pendek dimana sifat alami 
                                               
32 Sunder Ramachandran, op.cit, hlm. 42. 
33 Ibid, hlm. 51.  
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akan berubah, kehilangan nilai ekonomis dan kegunaannya. Kategori kedua 
mencakup produk seperti chip komputer, telepon seluler, fashion dan barang 
musiman yang kehilangan nilainya sebagian atau seluruhnya karena teknologi baru 
atau kemunculan alternatif. Ini memiliki siklus hidup pasar yang pendek di mana 
produk kehilangan nilai ekonominya karena perubahan dalam preferensi 
konsumen, peningkatan atau pergantian setelah periode popularitas. Dalam 
penelitian ini produk siklus hidup pendek mengacu pada kategori kedua, yaitu 
























                                               
34 Ibid, hlm. 52. 
 




HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI TERHADAP SHORT LIFE-
CYCLE PRODUCTS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 
TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI 
Pada era kemajuan teknologi seperti saat ini, keinginan dan kebutuhan 
hidup masyarakat atau konsumen berjalan beriringan dengan adanya persaingan 
yang meningkat akibat cepatnya perkembangan teknologi. Akibatnya, telah 
banyak perusahaan yang melakukan berbagai cara untuk mempertahankan 
keberlanjutan usahanya, salah satunya menggunakan industri teknologi sebagai 
sumber daya utama penghasil produk-produk kebutuhan masyarakat tersebut. 
Seperti yang telah disebutkan pada Bab II Poin C tentang Product Life-Cycle, 
bahwa berdasarkan penelitian oleh Harvard Business Review, pada umumnya 
jangka waktu hidup suatu produk yaitu antara 1 sampai dengan 6 tahun, mulai 
dari tahap pengenalan sampai dengan tahap kemunduran atau usangnya suatu 
produk tersebut. Dengan adanya kemudahan dan cepatnya perkembangan 
teknologi, maka semakin cepat pula siklus hidup suatu produk akibat adanya 
pergantian tren yang cepat dan permintaan / demand produk yang terjadi dalam 
waktu singkat. Produk dengan jangka waktu hidup yang singkat inilah yang disebut 
dengan Short Life-Cycle Products (SLCP). 
 Perusahaan yang dulu memproduksi produk/barang dengan siklus hidup 
yang panjang, saat ini telah mengelola produknya dengan siklus hidup yang sangat 
singkat. Karena SLCP memiliki permintaan yang sifatnya sementara dan sangat 
tidak menentu, desain, manufaktur, distribusi fisik, dan manajemen persediaan 
mereka sulit untuk dieksekusi. Beberapa sektor yang paling terpengaruh oleh siklus 
hidup pendek produk mereka adalah: manufaktur komputer, ponsel, garmen, dan 
industri penerbitan. 
 Dalam melakukan suatu persaingan dalam dunia perdagangan global, 
terdapat 3 hal yang seringkali menjadi aspek utama permasalahan, yaitu masalah 
HKI, pemasaran atau komersialisasi, dan perlindungan hukum.35 Artinya, dalam 
                                               
35 Ansori Sinungan, Perlindungan Desain Industri Tantangan dan Hambatan dalam 
Praktiknya di Indonesia, PT Alumni Bandung, Bandung, 2011, hlm. 175. 
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melakukan perdagangan, HKI menjadi penting ketika terdapat produk atau karya 
intelektual yang akan dipasarkan untuk mendapatkan perlindungan hukum untuk 
kepentingan pendesain atau pengusaha itu dalam memperoleh manfaat dari 
pemasaran / komersialisasi karya atau produk itu.  
 Untuk itu, TRIPs Agreement sebagai ketentuan mengenai Hak Kekayaan 
Intelektual pada Perjanjian WTO (World Trade Organization), mengatur dan 
mewajibkan anggotanya untuk membuat aturan mengenai hak kekayaan 
intelektual di negaranya masing-masing. Salah satu isi dari TRIPs Agreement yang 
mengatur tentang Desain Industri ada pada Bagian 4 Pasal 25 ayat (1), yang 
berbunyi: 
“(1) Members shall provide for the protection of independently created industrial 
designs that are new or original. Members may provide that designs are not new 
or original if they do not significantly differ from known designs or combinations 
of known design features. Members may provide that such protection shall not 
extend to designs dictated essentially by technical or functional considerations.” 
Pasal 25 ayat (1) TRIPs Agreement itu menyatakan bahwa tiap negara berhak dan 
memiliki kewenangan untuk menentukan dan mengatur mengenai sistem hukum 
kekayaan intelektual di negaranya masing-masing dan sesuai dengan ideologi dan 
filosofi hukum yang dianut oleh negara itu. Dengan kata lain, ketentuan mengenai 
hak kekayaan intelektual di tiap negara bisa jadi berbeda-beda, mengikuti sistem 
hukum yang dianut negara itu. Oleh karena itu, sebagai salah satu negara anggota 
WTO, sebelum menentukan sistem hukum desain industri yang sesuai dengan 
Indonesia, perlu juga untuk membandingkan bagaimana sistem hukum desain 
industri yang diterapkan di negara lainnya dan dapat melakukan metode “ATM” 
(Amati, Tiru, dan Modifikasi). Sehingga dengan begitu, Indonesia dapat menelaah 
sistem-sistem hukum desain industri yang dapat disesuaikan dengan kultur, 
kondisi sosial dan ekonomi bangsa Indonesia sehingga sistem hukum itu menjadi 
suatu kesatuan yang harmonis yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. 
 Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia yang terbagi menjadi dua ruang 
lingkup yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri, berhak untuk dilindungi secara 
hukum. WIPO sebagai organisasi yang berupaya untuk melindungi hak kekayaan 
intelektual ini menyebutkan bahwa desain industri perlu dilindungi karena 
beberapa hal, antara lain: 
1) Desain industri dapat memberikan nilai tambah terhadap suatu produk, 
dimana produk tersebut menjadi menarik bagi konsumen oleh karena 
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kesan estetik yang dimilikinya dan bahkan dapat menjadi keunikan pada 
nilai jualnya. 
2) Pemegang hak desain industri memperoleh hak eksklusif untuk mencegah 
terjadinya penjiplakan tanpa izin atas desain yang dibuat oleh pemegang 
hak desain industri itu. 
Dengan diperolehnya hak desain industri, juga akan meningkatkan kemampuan 
pelaku usaha dalam bersaing di bidang bisnis, hal ini dikarenakan: 
a) Hak desain industri dapat mencegah penjiplakan atau peniruan oleh 
pesaing/kompetitor. 
b) Dapat memperoleh pengembalian investasi secara adil. 
c) Meningkatkan nilai komersial. 
d) Dapat dilisensikan. 
e) Dapat mendorong kompetisi yang adil dan praktik dagang yang jujur. 
Sistem perlindungan hukum desain industri di Indonesia bersifat konstitutif, 
dimana hak desain industri ini diperoleh melalui pendaftaran. Tanpa pendaftaran, 
tidak ada perlindungan hukum hak desain industri bagi pemilik desain. 
Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang 
Desain Industri, perlindungan hukum desain industri diberikan dengan jangka 
waktu 10 tahun. Hal ini didasari oleh Pasal 26 ayat (3) TRIPs Agreement, yang 
menyebutkan “The duration of protection available shall amount to at least 10 
years”, yang berarti jangka minimal perlindungan desain industri dapat mencapai 
10 tahun. TRIPs Agreement tidak menyebutkan dapat dilakukannya perpanjangan 
pendaftaran desain industri, oleh karena itu di Indonesia pun desain industri yang 
dilindungi akan menjadi public domain atau milik public setelah mencapai 10 
(sepuluh) tahun. Jangka waktu perlindungan desain industri ini dirasa masih 
kurang tepat bila mempertimbangkan ada beberapa produk yang cepat usang dan 
tidak membutuhkan waktu perlindungan yang lama (10 tahun), yaitu produk 
jangka waktu pendek (Short Life-Cycle Product), misalnya produk pakaian atau 
apparel. Sehingga menimbulkan pertanyaan, bagaimana dengan perlindungan 
hukum desain industri terhadap produk-produk yang cepat usang ini berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.  
Sebagai anggota WTO (World Trade Organization) yang juga meratifikasi 
Paris Convention dan WIPO (World Intellectual Property Organization) yang 
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tercantum dalam Keppres Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keppres 
Nomor 24 Tahun 1979, Indonesia mengikuti ketentuan yang digunakan oleh WIPO 
dalam beberapa aspek mengenai desain industri, salah satunya juga klasifikasi 
desain industri Locarno Classification (LOC), yaitu klasifikasi internasional terhadap 
desain industri berdasarkan Locarno Agreement yang diadakan di Locarno, 
Switzerland pada tahun 1968 dan diamandemen pada tahun 1979. Sejak tahun 
2017, edisi baru dari klasifikasi Locarno diterbitkan setiap dua tahun sekali. Untuk 
mengetahui barang apa saja yang dapat dikategorikan sebagai Short Life-Cycle 
Products yang dimaksud dalam skripsi ini, maka perlu melihat pada klasifikasi 
desain industri Locarno Classification edisi terbaru (edisi ke-13) per Januari 2021 
(lihat Lampiran pada Tabel Locarno Classification). 
Bila melihat pada definisi Short Life-Cycle Products yang telah dijelaskan 
pada Bab II Kajian Pustaka, maka yang dapat dikategorikan sebagai Short Life-
Cycle Products dari kelas-kelas yang ada pada Locarno Classification di atas ialah 
Kelas 2 sampai dengan Kelas 31, selama barang yang termasuk dalam kelas-kelas 
tersebut memiliki siklus hidup yang cepat yang disebabkan oleh hilangnya nilai 
ekonomi akibat perubahan dalam preferensi konsumen dan peningkatan atau 
pergantian periode popularitas, baik karena teknologi baru maupun karena 
kemunculan produk alternatif. Alasan produk pada Kelas 1 pada Locarno 
Classification tidak dapat dikategorikan sebagai Short Life-Cycle Products 
dikarenakan Foodstuffs atau bahan makanan, meskipun termasuk produk yang 
memiliki siklus hidup yang cepat, namun siklus hidup produknya cepat karena sifat 
alamiahnya, bukan karena adanya induksi atau faktor buatan lainnya seperti faktor 
teknologi. Kemudian, Indonesia juga tidak mengakomodir Kelas 32 yang ada pada 
Locarno Classification dengan dasar bahwa definisi dari desain industri yang 
dinyatakan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tidak meliputi pola 
permukaan dan ornamentasi saja, melainkan ornamentasi itu harus ada pada 
suatu produk untuk menciptakan suatu kesan estetis. Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 2000 juga tidak mencantumkan simbol grafik dan logo karena simbol grafik 
dan logo merupakan merek yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. 
 Di dalam Undang-Undang Desain Industri memang tidak dicantumkan 
secara eksplisit mengenai produk-produk apa saja yang dapat dilindungi dan tidak 
dapat dilindungi oleh Undang-Undang Desain Industri. Di dalam Pasal 2 Undang-
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Undang Desain Industri hanya disebutkan mengenai syarat untuk suatu desain 
industri itu dapat dilindungi, yaitu adanya kebaruan. Sedangkan desain industri 
yang tidak dapat dilindungi tercantum pada Pasal 4 Undang-Undang Desain 
Industri, yaitu desain industri yang bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan. 
Frasa “baru” yang dimaksud pada Pasal 2 diartikan bahwa desain industri 
itu tidak sama dengan pengungkapan yang ada sebelum permohonan pendaftaran 
desain industri itu diajukan, atau belum pernah diungkap (dipertunjukkan dan/atau 
digunakan) sebelumnya. Namun, pada penerapannya, seringkali makna 
“kebaruan” ini menimbulkan perbedaan penafsiran, baik bagi pendesain maupun 
bagi pemeriksa desain industri oleh karena subjektivitas masing-masing pemeriksa 
desain industri bisa jadi berbeda-beda. Kemudian, desain industri yang dimaksud 
pada Pasal 4 UUDI, misalnya, desain industri yang bertuliskan “kalimat tertentu” 
yang mengandung uraian kebencian atau penistaan terhadap agama tertentu. Di 
bawah ini merupakan contoh lain desain industri yang bertentangan dengan 
agama dan kesusilaan, yaitu figur Virgin Mary atau Santa Maria sebagai desain dari 
urinal atau urinoar. Dimana Santa Maria adalah sosok suci yang dihormati oleh 
umat nasrani khususnya umat katolik, sedangkan urinal adalah perangkat sanitasi 
yang fungsinya adalah untuk menampung dan membuang air seni manusia. 
 
 
Gambar 13. Urinoar berbentuk Bunda Maria 
Sumber: pinterest 
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 Kemudian pada tahun 2014, terjadi sebuah kasus sengketa desain industri 
dengan Nomor Perkara 30 PK/PDT.SUS-HKI/2017, antara PT Batik Keris dengan 
seorang desainer Wenny Sulistiowaty Hartono (Wenny) terkait dengan 3 buah tas 
batik yang telah didaftarkan oleh Wenny pada tahun 2012 dengan nomor sertifikat 
pendaftaran IDD0000035060, IDD0000035000 dan IDD0000035061 dengan judul 
desain “Tas”. PT Batik Keris mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran atas 3 
desain yang telah didaftarkan oleh Wenny dengan alasan bahwa PT Batik Keris 
selaku produsen yang juga menjual beberapa macam jenis tas, telah lebih dahulu 
memproduksi tas yang diduga memiliki konfigurasi yang sama dengan yang dibuat 
oleh Wenny. Selain itu PT Batik Keris juga menyatakan bahwa desain dengan 
nomor sertifikat pendaftaran IDD0000035060, IDD0000035000 dan 
IDD0000035061 yang didaftarkan oleh Wenny ini merupakan desain yang telah 
menjadi milik umum (public domain), sehingga sudah tidak terdapat kebaruan 
(novelty) pada saat Wenny mengajukan permohonan. PT Batik Keris berpendapat 
bahwa konfigurasi seperti desain yang didaftarkan oleh Wenny ini sudah ada dalam 
bentuk-bentuk tas tradisional kekayaan budaya nusantara, sehingga konfigurasi 
desain “Tas” telah masuk ke dalam kategori milik umum (public domain). 
 Kemudian Wenny selaku pemilik sertifikat pendaftaran desain “Tas” 
menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Desain Industri 
menyebutkan “sejak tanggal dimulainya pengumuman sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 25 ayat (1), setiap pihak dapat mengajukan keberatan tertulis yang 
mencakup hal-hal yang bersifat substantif kepada Direktorat Jenderal dengan 
membayar biaya sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang ini”, dan 
pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Desain Industri juga menyatakan bahwa 
apabila tidak terdapat keberatan terhadap permohonan hingga berakhirnya jangka 
waktu pengajuan keberatan (paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal 
penerimaan), maka Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan Sertifikat 
Desain Industri paling lama 30 hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 
tersebut. Dengan dalih tersebut Wenny menyatakan bahwa PT Batik Keris telah 
diberikan waktu untuk melihat, dan mengecek kembali seperti yang telah 
tercantum pada Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1) sampai dengan ayat (8) dan 
Pasal 29 ayat (1) untuk menyatakan keberatannya terhadap suatu desain industri 
terdaftar. 
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 Kemudian Wenny juga menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 37 dan 38 
Undang-Undang Desain Industri disebutkan bahwa pembatalan pendaftaran 
dilakukan oleh Direktorat Jenderal atas permintaan pemegang hak, dan pihak yang 
berkepentingan yang dimaksud pada Pasal 38 juga seharusnya meminta 
pembatalan pendaftaran desain industri kepada Direktorat Jenderal melalui tata 
cara gugatan (karena dalam hal ini penggugat tidak memiliki Hak Desain Industri). 
Sehingga seharusnya pihak yang dijadikan Tergugat dalam perkara ini adalah 
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Kemudian hakim memutus bahwa tidak 
ada kekeliruan baik dari Wenny Sulistiowaty selaku pemegang hak desain industri 
maupun kekeliruan dari hakim. Hakim juga berpendapat bahwa bukti-bukti yang 
diajukan oleh PT Batik Keris tidak bersifat menentukan. Selain itu produk Wenny 
Sulistiowaty ini telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan 
telah melalui prosedur dengan semestinya dan tidak ada keberatan oleh pihak 
ketiga maupun PT Batik Keris dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam 
Undang-Undang Desain Industri yaitu 3 bulan. 
Berdasarkan kasus di atas, maka dapat dilihat bahwa perlindungan desain 
industri terhadap Short Life-Cycle Products di Indonesia penting untuk dilakukan 
dengan menggunakan sistem dimana perlindungan ini diberikan tanpa melakukan 
pendaftaran terlebih dahulu (unregistered design). Hal ini penulis dasarkan pada 
kelebihan sistem unregistered design yang mampu menekan tindakan plagiarisme. 
Seringkali masyarakat tidak mendaftarkan desainnya karena menganggap bahwa 
proses pendaftaran suatu desain akan memakan waktu yang lama dan biaya yang 
besar. Selain itu, pendesain juga belum menyadari bahwa desainnya memiliki nilai 
ekonomi dan memerlukan perlindungan hukum. 
 Sementara itu Indonesia Indonesia menggunakan sistem perlindungan 
gabungan/campuran antara pendekatan paten dan pendekatan hak cipta. 
Pendekatan hak paten yang diterapkan pada sistem gabungan ini diambil dari segi 
first to file pada pendaftaran desainnya, dimana perlindungan desain industri 
hanya dapat diberikan pada desain yang terdaftar saja. Sedangkan, unsur 
pendekatan hak cipta pada sistem gabungan ini didasari pada tidak dilakukannya 
pemeriksaan substantif sebelum pendaftaran suatu desain industri. Pemeriksaan 
substantif baru dilakukan apabila terdapat keberatan yang diajukan oleh pihak 
ketiga terhadap desain yang telah didaftarkan tersebut dalam jangka waktu 
tertentu. 
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 Pendekatan campuran seperti ini pada dasarnya memiliki kelebihan dimana 
sistem dengan pendekatan ini cenderung mendukung desain-desain industri untuk 
dapat dilindungi dengan cepat. Namun, kekurangan pada pendekatan seperti ini 
yaitu apabila pendesain tidak mendaftarkan desainnya, maka orang lain yang 
menemukan desain tersebut dapat mendaftarkannya dengan alasan komersial 
seperti yang terjadi pada kasus PT Batik Keris dan Wenny di atas. Selain itu, 
terdapat beberapa kasus yang membuktikan bahwa pemeriksaan substantif sangat 
perlu untuk dilakukan sebelum didaftarkannya suatu desain industri. 
Hal ini disebabkan adanya gugatan pembatalan desain industri atas dasar 
kesamaan bentuk, konfigurasi maupun komposisi warna dan garis yang 
menimbulkan kesan estetis terhadap desain industri yang terdaftar. Terlebih lagi, 
keberatan pihak ketiga atas desain terdaftar hanya dapat dilakukan pada jangka 
waktu tertentu, dimana pihak ketiga mungkin saja tidak menyadari telah adanya 
desain baru dalam kurun waktu tersebut. Hal tersebut menyebabkan pihak ketiga 
tidak berhak lagi untuk mengajukan gugatan pembatalan desain industri dengan 
dasar tidak memenuhi unsur kebaruan karena pihak ketiga tersebut telah melewati 
batas waktu untuk mengajukan keberatan. Hal ini yang kemudian terjadi pada 
kasus PT Batik Keris dan Wenny di atas.  
 Pada prinsipnya desain industri dapat dilindungi dengan syarat bahwa 
desain yang diajukan permohonan pendaftarannya telah memenuhi 1 (satu) dari 
2 (dua) pemeriksaan, yaitu pemeriksaan administratif dan pemeriksaan substantif 
apabila terdapat keberatan oleh pihak ketiga atas desain tersebut. Pemeriksaan 
yang wajib dilakukan oleh pemohon yaitu Pemeriksaan Administratif. Pemeriksaan 
Administratif diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Desain Industri, dimana 
pemeriksaan ini berhubungan dengan kelengkapan surat permohonan yang 
terdapat pada Pasal 11 Undang-Undang Desain Industri. Pemeriksaan 
Administratif ini juga dilakukan untuk memastikan bahwa suatu desain industri itu 
tidak melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Desain 
Industri, yang antara lain: 
1) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
2) Tidak bertentangan dengan ketertiban umum, agama, atau kesusilaan. 
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Adapun pemeriksaan yang dilakukan pada tahap Pemeriksaan Administratif ini 
meliputi:36 
a. Pemeriksaan Fisik: pemeriksaan terhadap suatu bentuk, jenis, ukuran, dan 
hal-hal lainnya yang berhubungan dengan kualitas fisik kelengkapan 
permohonan; 
b. Pemeriksaan Persyaratan Formalitas: pemeriksaan kelengkapan yang 
harus dilampirkan dalam permohonan (seperti foto atau gambar dan uraian 
dari desain industri itu dan surat kuasa khusus); 
c. Pemeriksaan Kejelasan Pengungkapan: pemeriksaan yang berhubungan 
dengan ruang lingkup desain yang dimohonkan pendaftarannya, yang 
sejalan dengan kriteria desain industri yang ada dalam Pasal 1 Angka 1, 
Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Desain Industri. 
Pemeriksaan administratif inilah yang menghasilkan keputusan penerimaan 
atau penolakan pada desain industri yang dimohonkan pendaftarannya. Penolakan 
dilakukan apabila desain industri itu tidak memenuhi Pasal 20 Undang-Undang 
Desain Industri. Penerimaan dilakukan apabila permohonan itu telah memenuhi 
Pasal 4 dan Pasal 11 UU Desain Industri yang kemudian akan diumumkan oleh 
DJKI dengan mengumumkan dalam sarana khusus yang dapat dengan mudah 
diakses oleh masyarakat luas selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan 
diterimanya permohonan. 
Selanjutnya pada Pemeriksaan Substantif, dimana pemeriksaan ini 
bertujuan untuk membuktikan kesesuaian desain yang telah diterima pada tahap 
Pemeriksaan Administratif dengan unsur kebaruan yang dimaksud pada Pasal 2 
Undang-Undang Desain Industri. Hal ini dilakukan untuk mengetahui unsur 
kebaruan yang dimohonkan untuk diperiksa, yang dilakukan dengan menggunakan 
referensi yang ada. Pemeriksaan Substantif ini dilakukan apabila terdapat 
keberatan dari pihak yang berkepentingan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan di 
berita resmi desain industri. Sehingga Pemeriksaan Substantif ini dilakukan apabila 
adanya keberatan terkait desain industri yang dimohonkan, maka bila tidak ada 
keberatan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan Pemeriksaan Substantif 
                                               
36 Dinda Zuhroh dan Rakhmita Desmayanti, 2019, Analisis Yuridis Terhadap Pendaftaran 
Desain Industri Tanpa Pemeriksaan Substantif Berdasarkan Undang-Undang Desain 
Industri (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 594 K/Pdt.Sus-HKI.2017) (online), 
https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.i/refor/article/download/7133/5386, hlm. 6-7. 
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tidak perlu dilakukan. Hal ini sesuai pada Pasal 26 ayat (5) Undang-Undang Desain 
Industri. Pemeriksaan Substantif dilakukan oleh pejabat fungsional Direktorat 
Jenderal Kekayaan Intelektual yang merupakan ahli yang secara khusus dilatih dan 
dididik untuk melaksanakan pemeriksaan tersebut. 
Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain 
Industri, beberapa hal yang menjadi bahan pemeriksaan substantif meliputi: 
a. Kebaruan desain industri; 
b. Hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, ketertiban umum, agama dan kesusilaan; 
c. Kesatuan permohonan; dan 
d. Hal-hal yang berkaitan dengan kejelasan desain industri. 
Sejalan dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Desain Industri, 
terhadap permohonan desain industri yang tidak diajukan keberatan dalam proses 
pengumuman pendaftaran desain industri yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal 
Kekayaan Intelektual dalam waktu 3 (tiga) bulan pada Berita Resmi Desain 
Industri, maka Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan tetap memberikan 
Sertifikat Hak Desain Industri tersebut kepada pemohon pendaftaran. Dengan kata 
lain, apabila tidak terdapat keberatan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak 
pengumuman pendaftaran desain industri, maka desain industri yang didaftarkan 
itu tidak harus melalui pemeriksaan substantif dan dapat langsung diberikan hak 
desain industri kepada pemohon pendaftaran desain industri. 
Selain proses pemeriksaan, proses pendaftaran desain industri ini secara 
keseluruhan memakan waktu yang cukup lama. Bahkan, pendaftaran desain 
industri ini dapat melebihi jangka waktu dari siklus hidup suatu produk desain 
industri itu sendiri. Seperti contoh di bawah ini adalah produk fashion milik 
Simonett, sebuah brand fashion di Miami, Amerika Serikat yang berdiri sejak tahun 
2019, yang desainnya ditiru oleh sebuah online shop Indonesia. Berikut desain 
produk dari masing-masing merek: 
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Gambar 14. Waist Knit Crop with Straps 
Sumber: simonett.us 
 
Foto di atas merupakan foto desain waist knit crop with straps milik 
Simonett, yang kemudian desain tersebut ditiru dan dijual sejak Januari 2021 oleh 
Juicy Rack, sebuah online shop yang berbasis di Indonesia dengan desain sebagai 
berikut: 
  
Gambar 15. Monroe Top oleh Juicy Rack 
Sumber: Instagram.com/juicyrack 
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 Meskipun bila dilihat secara saksama, bahan yang digunakan oleh brand 
Juicy Rack berbeda dengan yang digunakan oleh brand Simonett dalam desainnya, 
namun secara keseluruhan penampilan kedua brand tersebut menghasilkan 
produk yang serupa. Serupa dalam arti bentuk, konfigurasi, warna, atau gabungan 
dari ketiganya membentuk suatu produk yang mirip secara keseluruhan 
penampakan luarnya. Sehingga kedua produk tersebut dapat dikatakan serupa. 
Hal ini cukup membuat beberapa orang yang telah lebih dulu menyukai produk-
produk hasil desain oleh Simonett Pereira itu geram. Meski begitu, sangat 
disayangkan bahwa ternyata signature design oleh Simonett itu tidak pernah 
didaftarkan. 
 Kemudian hal yang sama juga dialami oleh brand fashion asal New York 
yang juga berdiri sejak 2019, Orseund Iris, yang salah satu desain produk paling 
lakunya ditiru oleh salah satu brand fashion Indonesia yang baru berdiri pada 
tahun 2021. Berikut merupakan masing-masing produk dari masing-masing brand: 
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Gambar 17. Abby Top oleh Orgeo 
Sumber: officialorgeo.com 
 
 Sama halnya dengan yang dialami oleh Simonett, desain yang dibuat oleh 
Orseund Iris pun juga ditiru oleh brand fashion Indonesia, Orgeo. Meskipun desain 
awal oleh Orseund Iris ini terlihat biasa saja secara bentuk (tidak signifikan), 
namun ternyata keseluruhan penampilan dari desain baju dengan nama CAR TOP 
ini telah melekat pada brand Orseund Iris, baik secara konfigurasi, paduan warna, 
dan dimensi yang ada pada desain tersebut. Sehingga, banyak pecinta produk 
fashion Orseund Iris ini menganggap bahwa Orgeo telah meniru desain milik 
Orseund Iris secara total. Bahkan, warna yang digunakan oleh Orgeo serupa 
dengan warna yang didesain oleh Orseund Iris. Bedanya, warna off-white yang 
ada pada desain Orseund Iris menjadi warna cream pada desain milik Orgeo. 
Namun selain itu, secara keseluruhan penampilan, kedua desain tersebut sangat 
serupa. 
 Kemudian baru-baru ini juga terjadi juga peniruan yang dilakukan oleh 
brand fashion The Matin Store yang meniru dress milik desainer kelas dunia 
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Jacquemus. The Matin Store menjual baju desainnya dengan nama Kimberly Dress 
dengan warna Beige seperti di bawah ini: 
    
Gambar 18. Kimberly Dress oleh The Matin Store 
Sumber: loveandflair.com 
 
Kemudian di bawah ini merupakan dress hasil karya desainer Simon 
Jacquemus di bawah brand Jacquemus yang juga telah ditampilkan dalam Paris 
Fashion Week 2020 pada bulan Januari 2020: 
   




   
 
45 
 Penjiplakan atau peniruan sebuah desain merupakan hal yang sering 
terjadi khususnya dalam dunia fashion. Pada dasarnya meniru bukanlah suatu hal 
yang tidak dibenarkan. Namun yang dimaksud meniru dalam konsep “ATM” 
(Amati, Tiru, Modifikasi) adalah meniru ide dasar dari sebuah desain, kemudian 
ide dasar itu dikembangkan sehingga menghasilkan suatu desain lain yang 
berbeda. Namun, faktanya masih banyak penjiplakan atau peniruan secara 
keseluruhan, khususnya di Indonesia. Budaya gemar meniru inilah kemudian yang 
disebut sebagai knock-off culture dalam dunia desain. 
 Karina Ondang, perancang busana untuk brand fashion Krinou, 
menyatakan bahwa yang mendasari suatu desain dianggap sebagai desain yang 
terinspirasi dan desain yang menjiplak adalah transformasi. Inspirasi hanyalah 
tahap awal dari sebuah desain, dimana desain itu nantinya harus melalui proses 
pengembangan dan perombakan yang berulang-ulang dengan memasukkan 
esensi dan perspektif milik diri sendiri. Kemudian, dengan adaptasi yang berulang-
ulang tersebut, inspirasi ini akan bertransformasi menjadi suatu karya yang benar-
benar berbeda dan sepenuhnya milik kita.37 
 Melihat banyaknya pendesain yang hasil karyanya ditiru dan dijiplak oleh 
orang lain menjadi bukti bahwa perlindungan terhadap desain industri menjadi 
sangat penting. Perlindungan itu didasari atas kerja keras yang telah dikerahkan 
oleh pendesain dalam membuat karyanya, yang tentu saja melalui proses-proses 
yang panjang. Bahkan untuk karya desain tertentu, proses ini dimulai dari inspirasi, 
riset, referensi, brainstorming, moodboarding, pengembangan sketsa, masukan, 
pengembangan digital, dan evaluasi. Sehingga untuk suatu desain dapat dihasilkan 
dan nantinya dipublikasikan itu tidak serta hanya mengambil ide yang telah ada 
dan mengubah bagian-bagian kecilnya saja. 
 Selain knock-off culture yang telah menjadi bagian dari dunia desain di 
Indonesia, peniruan desain industri yang marak terjadi ini juga didasari karena 
lamanya jangka waktu pendaftaran desain industri di Indonesia. Banyak pendesain 
yang berpendapat bahwa untuk mendaftarkan suatu desain industri membutuhkan 
waktu yang lama, bahkan pada beberapa produk, jangka waktu pendaftaran itu 
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lebih lama dari siklus hidup produk yang harus didaftarkan. Hal inilah yang 
membuat para pendesain tidak mendaftarkan produk desainnya. 
 Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa perlindungan desain industri 
di Indonesia mencapai selama 10 (sepuluh) tahun, dengan jangka waktu 
pendaftaran kurang lebih 6 (enam) bulan. Melihat siklus hidup produk-produk 
seperti fashion, produk-produk penerbitan dan mainan yang singkat, maka 
perlindungan dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dirasa kurang kompatibel. 
Kemudian dengan jangka waktu kurang lebih 6 (enam) bulan untuk mendaftarkan 
suatu desain industri dirasa sangat lama. Sayangnya ketentuan hukum di 
Indonesia belum mencakup mengenai hal ini. Sehingga ketentuan desain industri 
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B. PERBANDINGAN KETENTUAN HUKUM DESAIN INDUSTRI TERHADAP 
SHORT LIFE-CYCLE PRODUCTS ANTARA UNDANG-UNDANG 
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2000, AUSTRALIAN 
DESIGNS ACT 2003, DAN EU COUNCIL REGULATION (EC) NO. 6/2002 
ON COMMUNITY DESIGNS 
 
Seperti yang telah dibahas pada Bab III Poin A mengenai perlindungan 
hukum desain industri terhadap Short Life-Cycle Products berdasarkan Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2000, maka perlu juga untuk melihat ketentuan hukum 
di negara lain terkait dengan perlindungan desain industri terhadap Short Life-
Cycle Products. Penting untuk dicatat bahwa secara internasional, tidak ada rezim 
perlindungan hukum desain industri yang homogen atau seragam, sehingga rezim 
perlindungan hukum desain industri seringkali terlihat tidak teratur atau beragam. 
Penulis memilih ketentuan hukum yang ada di negara Australia dan Uni Eropa 
untuk dijadikan studi komparasi dengan ketentuan hukum desain industri terhadap 
Short Life-Cycle Products yang ada di Indonesia. Penulis memilih ketentuan hukum 
Uni Eropa sebagai objek komparasi karena sistem Short Life-Cycle Products telah 
diterapkan, sehingga dapat digunakan untuk melengkapi ketentuan hukum desain 
industri di Indonesia. 
Sebelum membandingkan ketiga ketentuan hukum desain industri 
terhadap Short Life-Cycle Products, perlu terlebih dahulu kita mengetahui apa yang 
dimaksud dengan desain industri di masing-masing negara. Di negara Australia, 
Australian Designs Act 2003 menyebutkan bahwa “design, in relation to a product, 
means the overall appearance of the product resulting from one or more visual 
features of the product”  dimana desain yang dimaksud merupakan penampakan 
keseluruhan suatu produk atau artikel dari satu atau lebih fitur visual. Sedangkan 
di negara-negara Uni Eropa seperti Inggris misalnya, berdasarkan UK Copyright, 
Designs and Patents Act 1988 menyebutkan bahwa desain industri merupakan 
desain dari suatu barang dalam aspek bentuk dan konfigurasi, baik internal 
maupun eksternal dari keseluruhan atau sebagian artikel/barang, sementara di 
Belanda, desain yang dapat dilindungi adalah penampilan baru dari suatu produk 
yang memiliki fungsi kegunaan atau utilitas (Pasal 1 Uniform Benelux Design Law). 
Di Indonesia, hak desain industri diberikan kepada desain industri yang 
baru (novel), dalam arti, tidak sama dengan pengungkapan sebelumnya. Dengan 
kata lain, untuk suatu desain industri dapat dilindungi maka desain itu harus 
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terlebih dulu didaftarkan. Berbeda halnya dengan Uni Eropa yang memiliki 
Unregistered Design Community atau Komunitas Desain Tidak Terdaftar, dimana 
desain dapat dilindungi tanpa harus didaftarkan.  
Kebijakan negara-negara di Eropa yang masuk ke dalam anggota Uni Eropa 
untuk mengadakan perlindungan terhadap desain yang tidak didaftarkan ini 
berasal dari diadopsinya Directive 98/71/EC mengenai perlindungan desain atau 
yang juga disebut sebagai Design Protection Directive pada tanggal 13 Oktober 
1998 dengan tujuan untuk menyelaraskan perlindungan desain yang terdaftar 
yang ada untuk desain industri di Uni Eropa. Pada tahun 1989, Inggris telah 
menerapkan ketentuan hukum yang disebut sebagai Copyright, Designs and 
Patents Act (CDPA), dimana salah satu poin perlindungannya terkait dengan 
pelindungan desain tidak terdaftar atau yang disebut juga dengan unregistered 
community design.  
Pada awalnya Unregistered Community Design ini ditujukan untuk menguji 
unsur jangka waktu unsur kebaruan suatu desain untuk dapat didaftarkan. Hal ini 
menjadikan Inggris sebagai negara pertama yang menerapkan sistem 
perlindungan terhadap Short Life-Cycle Products di antara negara-negara Uni 
Eropa lainnya. Kemudian, dengan digunakannya sistem perlindungan unregistered 
design ini, Uni Eropa pada akhirnya memutuskan untuk mengatur perlindungan 
terhadap produk-produk dengan jangka waktu yang singkat dengan diadakannya 
EU Council Regulation (EC) No. 6/2002 on Community Designs, dengan 
pertimbangan bahwa Directive 98/71/EC (Design Protection Directive) 
meninggalkan Unregistered Design Right, sehingga dirasa akan menimbulkan 
ketidakselarasan antara negara-negara anggota Uni Eropa terkait perlindungan 
produk jangka waktu singkat.  
Uni Eropa memiliki sistem hukum sui generis, dimana kriteria suatu produk 
yang dapat dikategorikan sebagai desain industri ialah baru dan memiliki karakter 
individu. Dimana, pada Registered Design kebaruan diukur ketika tidak ada desain 
yang identik atau desain yang berbeda secara non material yang sebelumnya telah 
tersedia di muka publik sejak tanggal pengajuan aplikasi atau sejak tanggal 
prioritas. Sedangkan pada sistem Unregistered Design, unsur kebaruan ini diukur 
terhadap tanggal desain tidak terdaftar ini tersedia untuk umum. Sehingga, sistem 
Registered Design ini lebih tepat digunakan untuk memberi perlindungan terhadap 
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desain yang mirip dan identik, dan sistem Unregistered Design ini lebih cocok untuk 
memberikan perlindungan untuk mencegah dead copy atau penjiplakan. 
Hak Desain Komunitas di Uni Eropa ini memberikan perlindungan kepada 
desainer melalui seluruh negara anggota selain dari sistem nasional negara 
masing-masing mengenai hak desain. Registered Community Design berlaku untuk 
jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pengajuan aplikasi dan dapat diperbarui 
setiap lima tahun selama jangka waktu total 25 (dua puluh lima) tahun. Kemudian 
pada Unregistered Community Design, berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal 
desain itu pertama kali tersedia untuk umum dan setelah 3 (tiga) tahun desain itu 
akan menjadi public domain (milik publik). 
Berbeda dengan Uni Eropa, negara Australia mengharuskan tidak hanya 
unsur kebaruan tetapi juga adanya unsur distinctiveness (kekhasan) dari suatu 
desain untuk dapat didaftarkan. Tolok ukur “kekhasan” ini sifatnya lebih subjektif 
dan berhubungan dengan apakah suatu desain itu berbeda dari desain yang 
merupakan bagian dari seni sebelumnya. Sebuah desain dapat dikatakan khas 
kecuali secara substansial desain itu serupa (similar) dengan desain yang pernah 
ada sebelumnya.  
Kemudian berdasarkan Australian Design Act 2003, Australia tidak 
menganut sistem perlindungan Unregistered Design seperti dengan negara-negara 
di Uni Eropa. Dalam Australian Design Act 2003 hanya diatur mengenai 
kepemilikan desain yang belum terdaftar, bukan desain tidak terdaftar seperti yang 
diatur dalam EU Council Regulation (EC) No. 6/2002 on Community Designs.  
 
TABEL 2 
Perbandingan Ketentuan Hukum Perlindungan Desain Industri di 
Indonesia, Australia dan Uni Eropa 
No. Kriteria 
Indonesia (UU 




Uni Eropa (Council 
Regulation (EC) No. 
6/2002 on Communiy 
Designs) 
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produk itu sendiri 
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dimensi atau dua 
dimensi yang 
memberikan kesan 
estetis dan dapat 
diwujudkan dalam 
pola tiga dimensi 
atau dua dimensi 
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Melihat pada perbandingan terkait ketentuan hukum mengenai desain 
industri yang ada pada tabel di atas (Lihat Tabel x), maka ketiga ketentuan hukum 
desain industri dari masing-masing negara memiliki karakteristik yang berbeda. 
Misalnya pada persyaratan pendaftaran desain industri di Australia yang 
mewajibkan desain itu sebagai desain yang baru dan memiliki kekhasan. Berbeda 
dengan di Uni Eropa yang mewajibkan desain itu harus baru dan memiliki karakter 
individu. 
Masing-masing negara berhak menentukan sistem perlindungan hak 
kekayaan intelektualnya sendiri, termasuk didalamnya perlindungan terhadap hak 
desain industri. Hal ini sejalan dengan ketentuan TRIPs Pasal 25 ayat (1). Tentu 
saja sistem perlindungan desain industri ini ditentukan dan dipilih berdasarkan 
kesesuaian dengan ideologi dan filosofi hukum yang dianut oleh negara itu. 
Contohnya saja di Uni Eropa, sistem perlindungan hukum desain industrinya 
menghendaki adanya perlindungan Desain Tidak Terdaftar (Unregistered Design 
Community). Hal ini tidak semata-mata ditentukan begitu saja. Namun, Uni Eropa 
menilai bahwa dengan dilindunginya sebuah Desain Tidak Terdaftar, maka akan 
memberi keuntungan kepada pendesain produk-produk dengan siklus hidup cepat 
di negara-negara Eropa yang terkenal sebagai pusat desain fashion dunia seperti 
Milan dan Prancis. Dengan dilindunginya Desain Tidak Terdaftar, Uni Eropa 
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menunjukkan penghargaannya atas waktu, ide dan proses yang telah dilalui oleh 
pendesain untuk dapat menciptakan suatu desain yang baru.  
Sistem perlindungan Desain Tidak Terdaftar yang digunakan oleh Uni Eropa 
merupakan suatu kelebihan yang ada di dalam rezim perlindungan desain 
industrinya. Berbeda dengan Australia, kelebihan dari sistem perlindungan desain 
industrinya yang terletak pada syarat suatu desain untuk dapat didaftarkan dan 
dilindungi. Desain yang dapat didaftarkan yaitu desain yang tidak hanya baru 
namun juga memiliki kekhasan padanya. Kekhasan itulah yang nantinya menjadi 
pembeda desain yang baru dengan desain yang telah ada. Sehingga pada sistem 
perlindungan desain industri di Australia, syarat kebaruan dan kekhasan bersifat 
kumulatif. 
Meskipun begitu, sama halnya dengan kelebihan pada sistem perlindungan 
desain industri di Australia, kekurangan sistem ini pun terletak pada penentuan 
“kekhasan” dalam sebuah produk desain itu. Pada tahun 2016, terdapat kasus 
sengketa antara Hunter Pacific International Pty Ltd v Martec Pty Ltd atas sengketa 
desain hub kipas angin gantung. Dalam kasus ini Hunter Pacific menyatakan bahwa 
Martec melanggar desain terdaftar milik Hunter dengan Nomor 340171. Pada 
putusannya, hakim menetapkan bahwa adanya kesamaan substansial dalam kesan 
keseluruhan antara hub kipas milik Hunter dan Martec. Hakim menilai bahwa 
setelah mempertimbangkan semua persamaan dan perbedaan, kesan keseluruhan 
lah yang merupakan ukuran kritis dari proses perbandingan. Hakim juga mengakui 
bahwa penilaian “kesamaan substansial dalam kesan keseluruhan” adalah 
kualitatif, dan serupa dengan uji substansial dalam undang-undang hak cipta.38 
Hal ini yang membuat penentuan unsur “kekhasan” yang ada pada sistem 
perlindungan desain industri di Australia sifatnya dapat menjadi subjektif. 
Di Indonesia, sistem pendekatan yang digunakan pada perlindungan desain 
industri yaitu sistem campuran antara pendekatan paten dan pendekatan hak 
cipta. Pada dasarnya sistem perlindungan di Indonesia ini memang memudahkan 
bagi para pendesain untuk dapat mendaftarkan desainnya oleh karena persyaratan 
pendaftarannya hanya kebaruan dari sebuah desain. Namun, bila melihat dari 
lamanya jangka waktu perlindungan, lamanya proses pendaftaran, masih dirasa 
                                               
38 Penny Walsh, 2016, Design Infringement in Australia – Federal Court Stirs the Air 
(online), Henry Hughes Intellectal Property Australia & New Zealand, 
https://www.henryhughes.com/site/news/design-infringement-in-australia.aspx, (11 Maret 2021). 
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kurang kompatibel atau sesuai dengan produk dengan siklus hidup yang singkat. 
Kemudian pemeriksaan substantif yang dilakukan setelah adanya keberatan dari 
pihak yang bersangkutan ini, belum cukup untuk meminimalisir adanya gugatan 
yang diajukan pasca pemberian sertifikat hak desain industri yang sebelumnya 
tidak diajukan keberatan pada proses pengumuman. Hal ini banyak terjadi seperti 
pada kasus PT Batik Keris melawan Wenny Sulistiowaty atas sengketa desain tas, 
kemudian kasus Dart Industries Inc. melawan Mariana dkk. atas sengketa desain 
eco bottle. 
Pada prinsipnya perlindungan hukum desain industri terhadap produk-
produk dengan siklus hidup singkat ini bertujuan untuk memberikan kepastian 
hukum kepada pendesain akan hasil karyanya. Produk dengan siklus hidup yang 
singkat bukan berarti produk desain tersebut tidak layak untuk dilindungi, terlebih 
penciptaan sebuah desain itu tidak semata-mata melalui proses yang singkat pula, 
namun melalui proses dan tahap yang panjang. Kepastian hukum inilah yang 
kemudian menjadi tujuan utama bagi negara-negara Eropa (seperti Milan dan 
Prancis) sebagai negara dengan sistem hukum Civil Law untuk mengadopsi aturan 
Desain Tidak Terdaftar (Unregistered Design Community) pada rezim sistem 
perlindungan desain industrinya, karena mereka ingin memberikan kepastian 
hukum kepada pendesain atas karya-karyanya. Namun, dengan sistem yang sama, 





















Berdasarkan uraian yang telah disampaikan oleh penulis di atas, maka 
dapat disimpulkan bahwa: 
1. Perlindungan hukum desain industri terhadap Short Life-Cycle Products 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri 
belum cukup sesuai. Hal ini disebabkan oleh perlindungan hukum desain 
industri di Indonesia dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, sedangkan 
untuk produk-produk dengan siklus hidup yang singkat menjadi kurang relevan 
karena tren yang mudah berganti. Selain karena jangka waktu 
perlindungannya yang lama, proses pendaftarannya pun terbilang sangat lama, 
yaitu bisa mencapai 6 (enam) bulan lebih. Sehingga banyak pendesain yang 
enggan mendaftarkan karya desainnya. 
2. Terdapat sistem perlindungan desain industri dengan jangka waktu yang lebih 
singkat dan relevan untuk produk-produk dengan siklus hidup cepat, yaitu 
Sistem Desain Tidak Terdaftar atau Unregistered Community Design, seperti 
yang digunakan di Uni Eropa. Unregistered Community Design ini memiliki 
perlindungan dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak desain itu ada di muka 
umum. Pendekatan pada sistem Unregistered Community Design ini sama 
dengan pendekatan hak cipta, desain tidak perlu didaftarkan untuk 
mendapatkan perlindungan hukum. Sistem perlindungan ini digunakan untuk 
mencegah adanya dead copy atau penjiplakan suatu desain. 
3. Sistem Pendekatan Campuran yang digunakan di Indonesia masih terdapat 
beberapa kekurangan di dalamnya. Pemeriksaan substantif yang dilakukan 
setelah adanya keberatan dari pihak yang bersangkutan, dirasa belum cukup 
untuk meminimalisir adanya gugatan yang diajukan pasca pemberian sertifikat 
hak desain industri yang sebelumnya tidak diajukan keberatan pada saat 
pengumuman. Masih banyak kasus gugatan pelanggaran yang diajukan oleh 









1. Bagi Pemerintah 
Sebagai negara dengan sistem hukum Civil Law yang menjunjung suatu 
kepastian hukum, maka perlu diadakannya ketentuan hukum yang juga dapat 
melindungi produk-produk dengan siklus hidup singkat (Short Life-Cycle 
Products) ke dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain 
Industri. Perlindungan itu dapat dilakukan dengan menambahkan perlindungan 
desain industri dengan sistem Unregistered Design (Sistem Desain Tidak 
Terdaftar) seperti yang digunakan oleh Uni Eropa. Perlindungan hukum desain 
industri terhadap Short Life-Cycle Products ini bertujuan agar lebih 
mengakomodasi dan mewadahi para pendesain yang karyanya merupakan 
produk siklus hidup singkat, yang tidak membutuhkan jangka waktu 
perlindungan yang lama namun lebih membutuhkan perlindungan dengan 
jangka waktu yang sesuai dan proses pendaftaran yang cepat. Sehingga tidak 
ada lagi pendesain yang merasa bahwa pendaftaran desain industri memakan 
waktu yang lebih lama dari siklus hidup produk yang harus didaftarkannya itu. 
2. Perlu diadakan upaya pemeriksaan yang lebih ketat terkait syarat untuk dapat 
diterimanya sebuah permohonan pendaftaran desain industri sebelum 
dilakukannya proses pengumuman pendaftaran desain industri, sehingga 
dapat meminimalisir adanya gugatan pasca pemberian sertifikat hak desain 
industri. 
3. Bagi Pendesain atau Pelaku Usaha 
Pendesain sebagai pencipta karya desain diharapkan lebih meningkatkan 
kesadaran akan pentingnya untuk mendaftarkan hasil karya desain dan 
pentingnya perlindungan desain industri terhadap hasil karya desain miliknya. 
Pendesain juga diharapkan untuk memaksimalkan kebutuhan akan 
perlindungan hukum terhadap karyanya, karena di dalamnya tidak hanya 
terdapat nilai moril namun juga terdapat nilai-nilai ekonomi. Kemudian bagi 
pelaku usaha yang bukan merupakan sekaligus pendesain agar dapat 
menghargai karya dan kerja keras pendesain sehingga tidak asal mengambil, 
meniru, atau menjiplak suatu karya desain. 
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Klasifikasi Desain Industri Locarno (Locarno Classification) 





















kering, pasta dan 
produk sereal 
lainnya, coklat, 
kembang gula, es 
a. Termasuk juga 
makanan untuk 
manusia, makanan 
untuk hewan dan 
makanan diet. 





and products made 
from fruits and 
vegetables 
Buah, sayur dan 
produk berbahan 
buah dan sayur 
01-03 
Cheeses, butter and 
butter substitutes, 












01-05 Tofu and tofu products 
Produk tahu dan 
tahu 
01-06 Animal foodstuffs Bahan makanan hewani 
01-99 Miscellaneous Rupa-rupa 
2. 
Articles of clothing 
and haberdashery  
 












a. Tidak termasuk 
pakaian untuk 









pakaian hewan (Kl. 
30-01) 
02-02 Garments Pakaian 
02-03 Headwear Tutup kepala 
02-04 Footwear, socks and stockings 
Sepatu sandal 
dan sejenisnya, 







syal dan sapu- 
tangan 
02-06 Gloves Sarung tangan 
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02-07 Haberdashery and clothing accessories 
Pakaian dan 
asesoris pakaian 
02-99 Miscellaneous Rupa-rupa 
3. 







payung dan milik 
pribadi lainnya yang 








for their contents, 






tas yang didesain 










kecil tabir surya 
dan tongkat 
03-04 Fans Kipas angin 
03-05 
Devices for carrying 
and walking with 












04-01 Brushes and brooms for cleaning 






clothes brushes and 
shoe brushes 
Sikat kamar 
mandi, sikat baju 
dan sikat sepatu 












04-99 Miscellaneous Rupa-rupa 
5. 
Textile piece goods, 





buatan dan alami) 
 
05-01 Spun articles Alat-alat tenun 
a. Termasuk semua 
tekstil atau barang 
serupa, dijual di 
pekarangan dan 
tidak jadi. 
b. Tidak termasuk 
barang jadi (Kl. 2 
atau Kl. 6) 
05-02 Lace Tali sepatu 
05-03 Embroidery Sulaman 
05-04 
Ribbons, braids and 
other decorative 
trimmings 
Pita, ikat rambut 
dan barang 
hiasan lainnya 
05-05 Textile fabrics Produk tekstil 
05-06 Artificial or natural sheet material 
Lembaran bahan 
buatan dan alami 
05-99 Miscellaneous Rupa-rupa 
 







06-01 Seats Tempat duduk (kursi) 
a. Tidak termasuk 
barang tekstil (Kl. 5) 
06-02 Beds Tempat tidur 
06-03 Tables and similar furniture 
Meja dan perabot 
sejenis 
06-04 Storage furniture Alat-alat penyimpanan 
06-05 Composite furniture Perabot komposit 
06-07 Mirrors and frames Cermin dan bingkai 
06-08 Clothes hangers Gantungan pakaian 
06-09 Mattresses and cushions Kasur dan bantal 




06-11 Carpets, mats and rugs 
Karpet, tikar dan 
permadani 











lain yang terbuat 
dari kain 











dishes and other 






barang lain yang 
mempunyai sifat 
yang sama 
a. Termasuk peralatan 







b. Tidak termasuk 
mesin dan peralatan 
untuk menyiapkan 
makanan dan 





































07-06 Other table utensils Alat makan lainnya 
07-07 Other household receptacles 
Wadah rumah 
tangga lainnya 






















07-99 Miscellaneous Rupa-rupa 
8. 














a. Termasuk perkakas 
yang dioperasikan 
dengan tangan, 




gergaji listrik dan 
bor. 
b. Tidak termasuk 
mesin atau 
peralatan mesin (Kl. 
15 atau Kl. 31) 
08-02 
Hammers and other 
















08-05 Other tools and implements 
Alat-alat dan 
perangkat lainnya 
08-06 Handles, knobs and hinges 
Pegangan, 
tombol atau knob 
dan engsel 















dalam kelas lain 
 




Metal fittings and 
mountings for 
doors, windows and 
furniture, and 
similar articles, not 













08-10 Bicycle and motorcycle racks 
Rak sepeda dan 
sepeda motor 
08-11 Hardware for curtains 
Perangkat keras 
untuk tirai 
08-99 Miscellaneous Rupa-rupa 
9. 
Packaging and 
containers for the 
transport or 




















09-02 Storage cans, drums and casks 
Kaleng,drum dan 
tong penyimpan 
09-03 Boxes, cases, containers, tin cans 
Kotak, peti, 
wadah, kaleng 
09-04 Hampers, crates and baskets 
Keranjang, peti 
kayu dan tempat 
barang 



































Handles and grips 










09-11 Miscellaneous Rupa-rupa 
10. 







(Jam dan jam 
tangan dan alat 




10-01 Clocks and alarm clocks 
Jam dan jam 
alarm 
a. Termasuk instrumen 
yang digerakkan secara 
elektrik. 
10-02 Watches and wrist watches 
































dials, hands and all 









bagian lain dan 















mantel and wall 
ornaments, flower 
vases and pots 
Perhiasan kecil, 
meja, mantel dan 
ornamen dinding, 
vas bunga dan 
pot 
11-03 Medals and badges Medali dan sabuk 
11-04 Artificial flowers, fruit and plants 
Bunga, buah dan 
tanaman buatan 
11-05 Flags, festive decorations 
Bendera, 
dekorasi festival 
11-99 Miscellaneous Rupa-rupa 
 














a. Termasuk semua 
kendaraan: darat, 
laut, udara, luar 
angkasa dan lain-
lain. 
b. Termasuk suku 
cadang, komponen, 
dan aksesori yang 
hanya ada pada 
sambungan dengan 
kendaraan dan tidak 
dapat ditempatkan 
di Kelas lain. 


















rolling stock for 
railways and all 
other rail vehicles 
Lokomotif dan 















Elevators and hoists 
for loading or 
conveying 





12-06 Ships and boats Kapal dan perahu 
12-07 Aircraft and space vehicles 
Pesawat terbang 
dan alat angkut 
udara lainnya 
12-08 Motor cars, buses and lorries 
Motor, mobil, bis 
dan lori 
12-09 Tractors Traktor 
12-10 Road vehicle trailers Kendaraan trailer 








Kereta bayi, kursi 
roda untuk orang 




12-13 Special-purpose vehicles 
Kendaraan untuk 
kegunaan khusus 
12-14 Other vehicles Kendaraan lainnya 
12-15 Tyres and anti-skid chains for vehicles 
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13-01 Generators and motors 
Generator dan 
motor 





b. Termasuk motor 
listrik. 
c. Tidak termasuk 
peralatan yang 
digerakkan secara 
elektrik, seperti jam 






















13-04 Solar equipment Peralatan surya 












Equipment for the 
recording or 
reproduction of 





























14-04 Screen displays and icons 
Tampilan layer 
dan ikon 
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lainnya yang tidak 
ditentukan) 
15-01 Engines Mesin 
 
15-02 Pumps and compressors 
Pompa dan 
kompresor 



















mesin dan alat 
pendingin 



























cameras and film 
cameras 
Kamera foto dan 
kamera film 
a. Tidak termasuk 
lampu untuk 
fotografi atau 
pembuatan film (Kl. 
26-05). 
16-02 Projectors and viewers 
proyektor dan 
















16-05 Accessories Aksesoris 
16-06 Optical articles Alat-alat optic 
16-99 Miscellaneous Rupa-rupa 
17. Musical instruments 
17-01 Keyboard instruments 
Peralatan 
keyboard 
a. Tidak termasuk 
tempat untuk alat 
music (Kl. 03-01), 17-02 Wind instruments Alat-alat tiup 
 









suara (Kl. 14-01). 17-04 
Percussion 
instruments Alat-alat perkusi 
17-05 Mechanical instruments Alat-alat mekanis 
17-99 Miscellaneous Rupa-rupa 
18. 









Mesin ketik dan 
mesin penghitung 
 
18-02 Printing machines Mesin cetak 














18-99 Miscellaneous Rupa-rupa 
19. 











Writing paper, cards 
for correspondence 
and announcements 






19-02 Office equipment Peralatan kantor 
19-03 Calendars Kalender 
19-04 
Books and other 
objects of similar 
outward 
appearance 





19-05 [Vacant] [kosong] 




19-07 Other printed matter 
Barang yang 
dicetak lainnya 





























20-99 Miscellaneous Rupa-rupa 
21. 
Games, toys, tents 
and sports goods 
(Permainan, 

















Alat-alat hiburan  
lainnya 
21-04 Tents and accessories thereof 
Tenda besr=erta 
aksesorisnya 
21-99 Miscellaneous Rupa-rupa 
22. 
Arms, pyrotechnic 
articles, articles for 




memancing dan alat 
pembasmi tikus) 
 
22-01 Projectile weapons Senjata proyektil 
 






22-04 Targets and accessories 
Sasaran dan 
asesoris 




22-06 Traps, articles for pest killing 
Perangkap, alat 
pembasmi hama 













udara, bahan bakar 
padat) 




23-02 [vacant] [kosong] 





ventilasi dan alat 
pendingin 
ruangan 














buang air kecil 
dan besar 
 















dalam kelas atau 
subkelas lain 


















Istilah “peralatan medis” 
mencakup juga 
peralatan bedah, gigi, 























24-99 Miscellaneous Rupa-rupa 
25. 




(Unit bangunan dan 
elemen-elemen 
konstruksi) 


























26-01 Candlesticks and candelabra 
Kandil dan 
tempat lilin yang 
bercabang 
 26-02 
Torches and hand 







26-03 Luminous sources, electrical or not 
Sumber-sumber 
cahaya baik listrik 
maupun tidak 
 























26-05 Luminous devices for vehicles 
Peralatan lampu 
pada kendaraan 







27-01 Tobacco, cigars and cigarettes 
Tembakau, 
cerutu dan rokok 
 
27-02 Pipes, cigar and cigarette holders 
Pipa, pemegang 
cerutu dan rokok 
27-03 Ashtrays Asbak 
27-04 Matches Korek api 































28-01 Pharmaceutical products 
Produk obat-
obatan 
a. Tidak termasuk 
kemasan (Kl. 9). 
28-02 Cosmetic products Produk kosmetik 
28-03 












28-05 Air fresheners Penyegar udara 











































29-99 Miscellaneous Rupa-rupa 
30. 
Articles for the care 







30-01 Animal clothing Pakaian binatang 
a. Tidak termasuk 
bahan makanan 
hewani (Kl. 1), atau 
produk farmasi dan 
kosmetik untuk 
hewan (Kl. 28-01 
atau Kl 28-02). 
30-01 
Pens, cages, 












30-03 Saddlery Pelana 
30-04 Whips and prods Cambuk dan pecutan 
30-05 











30-07 Markers, marks and shackles 
Penanda, tanda 
dan belenggu 
30-08 Hitching posts Tiang pengikat 










dan alat untuk 
membuang 
kotoran hewan 
30-11 Toys for animals Mainan untuk binatang 













a. Tidak termasuk 
perkakas, peralatan 
dan perkakas yang 
dioperasikan 
 












lainnya yang tidak 











minuman (Kl. 7), 
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